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ABSTRAK 
 
Bayu Razak Biya (B 111 07 712), Tinjauan Hukum Pendaftaran Aset 
Berupa Tanah Oleh Pemerintah Kota Gorontalo dibimbing oleh 
Farida Patittingi dan Sri Susyanti Nur. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana 
pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah di Pemerintah 
Kota Gorontalo dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi 
penghambat Pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan 
pendaftaran aset daerah yang berupa tanah. 
Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan data 
dilakukan dengan metode wawancara terhadap beberapa pihak yang 
terkait dengan topik penelitian. Selain itu, penulis juga melakukan 
penelitian kepustakaan melalui data-data yang berkaitan dan buku-buku 
yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh 
dianalisis secara kualitatif dan dipaparkan secara deskriptif. 
Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara 
lain: 1) Pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah 
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Dalam 
Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan 
Pengelolaan Barang MIlik Daerah, serta Peraturan Walikota Gorontalo 
Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dari 
keseluruhan bidang tanah milik Pemerintah yang berjumlah 641 persil, 
jumlah bidang tanah yang telah bersertifikat sampai dengan pertengahan 
tahun 2013 ini yaitu sebanyak 449 persil/bidang, yang sudah diusulkan 
untuk dibuatkan sertifikat sebanyak 97 persil dan yang belum bersertifikat 
sebanyak 95 persil. Pelaksanaan pendaftaran aset tanah milik Pemkot ini 
telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2009, 
walaupun baru 70,05% terlaksana, namun dengan adanya Peraturan 
Walikota tersebut cukup memberikan dampak nyata dalam mengamankan 
aset tanah milik Pemkot Gorontalo; 2) Faktor-faktor yang menghambat 
pada pelaksanaan pendaftaran aset tanah yaitu, Peraturan yang belum 
lengkap, Sanksi, Administrasi, Sumber daya manusia, Dana, serta 
Koordinasi.    
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Tanah merupakan faktor ekonomi penting dan memiliki nilai 
strategis dilihat dari segi mana pun baik sosial maupun kultural.1Tanah 
merupakan aset berharga yang dimiliki oleh suatu negara dalam 
menjalankan pemerintahannya baik di pusat maupun di daerah.Tak hanya 
itu, aset berharga ini memiliki fungsi yang sangat penting bagi kehidupan 
masyarakat. 
Tanah merupakan aset daerah yang tak lain adalah sumber daya 
penting bagi pemerintah daerah itu sendiri sebagai penopang utama 
pendapatan asli daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah 
untuk dapat mengelola aset secara memadai, mulai dari pendataan 
hingga proses pendaftaran dalam hal ini adalah aset Pemerintah Kota 
atau Pemerintah daerah yang berupa tanah. Yang tak kalah penting juga, 
yaitu mensertifikatkan tanah-tanah yang belum memiliki sertifikatnya 
sebagai jaminan kepastian hukum bagi tanah-tanah yang merupakan aset 
pemkot. 
Pada umumnya hampir di semua daerah di Indonesia memiliki 
permasalahan yang sama mengenai aset berharga ini. Khususnya lagi 
bagi daerah-daerah yang melakukan pemekaran wilayahnya, yang 
                                                          
1
 Urip Santoso, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Jakarta, 2010. 
2 
otomatis masalah pertanahan ini dari status haknya, subjek hak hingga 
objek haknya harus diatur dan didata kembali mengenai kepemilikannya. 
Gorontalo adalah provinsi yang ke-32 di Indonesia.Sebelumnya 
Gorontalo merupakan wilayah Kabupaten Gorontalo dan Kota Madya 
Gorontalo di Sulawesi Utara.Seiring dengan munculnya pemekaran 
wilayah berkenaan dengan otonomi daerah, provinsi ini kemudian 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000, tertanggal 
22 Desember2000.Tepat tanggal 16 Februari 2001 Kota Gorontalo secara 
resmi ditetapkan sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU Nomor 38 
Tahun 2000 Pasal 7). 
Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo 
merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara.Gorontalo merupakan 
sebuah Kotapraja yang secara resmi berdiri sejak tanggal 20 Mei 1960, 
yang kemudian berubah menjadi Kotamadya Gorontalo pada tahun 
1965.Nama Kotamadya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 
1999. Selanjutnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah, di mana istilah Kotamadya sudah 
tidak dipakai lagi, digantikan dengan Kota, maka Gorontalo pun 
menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang. 
Walaupun Gorontalo telah ada dan terbentuk sejak tahun 1728 
(sekitar 3 abad yang lalu), namun sebagai daerah otonom Kota Gorontalo 
secara resmi terbentuk pada tanggal 20 Mei Tahun 1960 sebagai 
pelaksanaan UU No. 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Dati II di 
Sulawesi. 
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Wilayah hukum Kotapraja Gorontalo dibagi 3 kecamatan 
berdasarkan UU No. 29 Tahun 1959 tersebut dan melalui Keputusan 
KepalaDaerah Sulawesi Utara No. 102 tanggal 4 Maret 1960 ditetapkan 
39 kampung yang masih termasuk dalam wilayah Kotapraja Gorontalo 
yang terbagi atas 3 kecamatan yaitu Kecamatan Kota Selatan, Kecamatan 
Kota Barat dan Kecamatan Kota Utara. 
Sebutan Kotapraja sesuai dengan istilah yang digunakan dalam UU 
No. 18 Tahun 1965 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan 
UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah yang 
menggantikan istilah Kotapraja menjadi Kotamadya dan saat ini disebut 
Kota. 
Sejak tahun 2003 sudah dua kali terjadi pemekaran kecamatan di 
Kota Gorontalo sehingga bertambah menjadi 6 kecamatan yang 
sebelumnya hanya 3 kecamatan, dan Juga pada Tahun 2011 di adakan 
pemekaran kembali menjadi 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan yang ada di 
kota Gorontalo. 
Lima puluh tiga (53) tahun merupakan perjalanan yang panjang 
bagi pemerintah kota Gorontalo yang masih menyisakan pekerjaan rumah 
mengenai beberapa aset daerah yang masih belum tersertifikatkan. 
Sehingga hal ini rawan akan pencurian aset oleh pihak-pihak yang tidak 
bertanggung jawab dan pengklaiman oleh masyarakat. Dengan 
menimbang hal-hal tersebut, Pemerintah memandang perlu melakukan 
kebijakan terkait dengan aset tanah yang ada di kota Gorontalo. 
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Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, menjelaskan 
bahwa pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar 
semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap untuk 
digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pengamanan adalah 
kegiatan tindakan pengendalian dalam pengurusan barang milik daerah 
dalam bentuk fisik, administratif dan tindakan upaya hukum dalam hal 
legal audit, merupakan suatu ruang lingkup untuk mengidentifikasi dan 
mencari solusi atas permasalahan legal mengenai prosedur penguasaan 
atau pengalihan aset seperti status hak penguasaan yang lemah, aset 
yang dikuasai pihak lain, pemindahan aset yang tidak termonitor dan lain-
lain. 
Walikota selaku Pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik 
daerah mempunyai wewenang dalam menetapkan kebijakan pengamanan 
barang milik daerah. Pengamanan barang milik daerah, meliputi: 
a. Pengamanan administrasi meliputi kegiatan pembukuan, 
inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen kepemilikan, 
b. Pengamanan fisik untuk mencegah terjadinya penurunan fungsi 
barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya barang, 
c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan 
cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, selain tanah dan 
bangunan dilakukan dengan cara penyimpanan dan pemeliharaan, 
dan 
5 
d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan melengkapi bukti 
status kepemilikan. 
  Berdasarkan penelitian pendahuluan, saya melakukan wawanca 
kepada Romi Mahmud selaku  Kepala Bidang Aset Dinas Pendapatan, 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Gorontalo, bahwa 
ada sekitar 563 aset milik Pemkot Gorontalo. Hingga saat ini masih ada 
sekitar 80 bidang tanah yang belum bersertifikat atau alas hak yang 
menjadi dasar kepemilikan lahan. Ke-80 bidang tanah tersebut baru dalam 
tahap pengajuan ke Kantor Pertanahan Kota Gorontalo untuk diurus 
sertifikasinya, dan 7 diantaranya sedang dalam proses balik nama. Jadi 
jumlah aset tanah Pemkot Gorontalo yang sudah ada sertifikatnya baru 
berjumlah  483 bidang tanah. Apabila dibiarkan begitu saja tanah-tanah 
milik Pemkot yang belum bersertifikat, nantinya akan mudah diklaim oleh 
pihak lain yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contohnya yaitu kasus 
mengenai Kantor Lurah Wumialo yang diklaim oleh warga yang terjadi 
antara tahun 2011/2012, yang hingga kini masih dalam tahap kasasi di 
Pengadilan Tinggi Gorontalo. 
Pengelolaan tanah aset daerah secara yuridis formal berdasarkan 
PP No. 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan barang milik negara/daerah 
ada pada Pemerintah Kota Gorontalo. 
Dalam Pasal 3 disebutkan tujuh tahap dalam pengelolaan barang 
milik negara/daerah yang salah satunya adalah pengamanan. 
Pengamanan aset ini terdiri dari pengamanan secara fisik dan 
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pengamanan secara yuridis. Pengamanan fisik berupa pemagaran dan 
pemberian tanda milik, sedangkan pengamanan yuridis  dilakukan melalui 
penyertifikatan tanah.  
Kewajiban pemerintah untuk menyertifikatkan tanah hak pakai dan 
hak pengelolaan tercantum dalam rumusan Pasal 49 ayat (1) UU No. 1 
tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. Dalam pasal tersebut 
dinyatakan bahwa barang milik negara/daerah  yang berupa tanah yang 
dikuasai oleh pemerintah pusat/daerah harus disertifikatkan atas nama 
pemerintah republik indonesia/pemerintah daerah yang bersangkutan. Hal 
ini sesuai juga dengan ketentuan dalam Pasal 33 PP No. 6 tahun 2006 
tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Pasal tersebut 
dinyatakan bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah harus 
disertifikatkan atas nama pemerintah republik indonesia/pemerintah 
daerah yang bersangkutan. 
Dalam Pasal 46 ayat (1) dan (2) PP no. 6 tahun 2006 dinyatakan 
pula bahwa (1) Barang milik daerah berupa tanah harus disertifikatkan 
atas nama pemerintah daerah; (2) barang milik daerah berupa bangunan 
harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama pemerintah daerah. 
Kepemilikan sertifikat atas tanah hak pakai dan hak pengelolaan Yang 
dimiliki oleh daerah juga ditegaskan dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor  17 tahun 2007 tentang Pedoman teknis 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah. Dalam Pasal tersebut 
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dinyatakan bahwa pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan 
berdasarkan asas kepastian hukum. 
Pentingnya penyertifikatan tanah hak pakai dan hak pengelolaan 
memiliki implikasi yuridis terhadap kedudukan tanah tersebut sebagai aset 
daerah. Dalam lampiran II PP No. 71 tahun 2010 tentang standar akuntasi 
pemerintahan dinyatakan bahwa tanah diakui kedudukannya sebagai aset 
tetap. Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap pakai. Tinjauan yuridis yang penulis 
kemukakan  khususnya yang berkaitan dengan bukti kepemilikan. Dalam 
lampiran II angka 20 dan 21 PP No. 71 tahun 2010 tentang standar 
akuntansi pemerintahan disebutkan bahwa apabila perolehan aset tetap 
belum didukung dengan bukti hukum dikarenakan masih adanya suatu 
proses administrasi yang diharuskan maka aset tetap tersebut telah dapat 
diakui selama penguasaan atas tanah tersebut telah berpindah. 
Hal ini juga sesuai dengan Surat Kepala Badan Pertanahan 
Nasional tanggal 6 Desember 1990 Nomor 5000-5569-D III tentang 
Penerbitan Sertifikat Tanah-Tanah Instansi Pemerintah dan Surat Kepala 
BPN tanggal 4 Mei tahun 1992 Nomor 500-1255. Dalam kedua surat 
tersebut ditagaskan bahwa terhadap tanah-tanah negara yang dikuasai 
oleh instansi pemerintah atau dikuasai daerah tidak serta merta 
merupakan aset instansi pemerintah atau daerah. Tanah-tanah yang 
dikuasai oleh pemerintah daerah dapat diakui sebagai aset tetap daerah 
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apabila daerah tersebut menyediakan anggaran untuk pemeliharaan tanah 
tersebut. 
Realitas masih banyaknya aset pemerintah daerah yang tidak 
didaftarkan oleh Pemerintah Kota Gorontalo menimbulkan berbagai 
implikasi yuridis. Salah satu implikasi yuridis tersebut adalah terhadap 
status hukum tanah yang belum disertifikatkan yang berada dalam 
penguasaan Pemerintah Kota Gorontalo. Ketiadaan sertifikat ini juga akan 
berimplikasi pada kedudukan tanah tersebut sebagai aset daerah. 
Kabid Aset DPPKAD Kota Gorontalo mengatakan, Pemerintah kota 
Gorontalo secara bertahap akan melakukan sertifikasi aset-aset milik 
Pemerintah kota Gorontalo. Untuk mengamankan aset, akan dilakukan 
sertifikasi aset-aset milik Pemkot. Itu sebagai salah satu pengamanan 
status hukum aset milik Pemerintah Kota Gorontalo. 
  Dasar dari sertifikasi tanah-tanah Pemkot yang ada itu, yaitu 
pertama-tama dengan melihat alas haknya dan kemudian dengan melihat 
apakah tanah tersebut tercatat sebagai aset dari Pemkot atau tidak. Di 
samping itu, kita juga perlu mencari tahu latar belakang  tanah tersebut 
dengan melihat sejak kapan tanah itu dikuasai. 
  Untuk memaksimalkan kinerja dan hasil yang di peroleh dalam 
mengelola aset-aset Pemkot yang berupa tanah, beliau mengatakan harus 
dilakukan dengan cara pendataan dan pengontrolan terhadap aset-aset 
Pemkot tersebut dengan melibatkan sejumlah Satuan Kerja Perangkat 
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Daerah (SKPD), Kelurahan maupun Kecamatan yang ada di Kota 
Gorontalo. 
  Berdasarkan realitas pada latar belakang tersebut, dijumpai 
beberapa permasalahan yuridis dalam pengelolaan dan pengamanan aset 
tanah Pemkot Gorontalo yang perlu dikaji dan dianalisis  dalam peneltian 
ini, yang berjudul “ Tinjauan Hukum Pendaftaran Aset Berupa Tanah 
Oleh Pemerintah Kota Gorontalo”.  
 
B. Rumusan Masalah 
1. Bagaimanakah pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa 
tanah di Pemerintah Kota Gorontalo? 
2. Faktor-faktor apa yang menghambat Pemerintah Kota Gorontalo dalam 
melaksanakan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah yang 
sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 dan PP No. 6 Tahun 2006? 
 
 
C. Tujuan Penulisan 
1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pendaftaran aset 
daerah yang berupa tanah di Pemerintah Kota Gorontalo. 
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi penghambat 
Pemerintah Kota Gorontalo dalam melaksanakan pendaftaran aset 
daerah yang berupa tanah sesuai dengan UU No. 1 Tahun 2004 
dan PP No. 6 Tahun 2006. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Ruang Lingkup Pendaftaran Tanah 
  Pendaftaran tanah adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan 
oleh negara atau pemrintah secara terus-menerus dan teratur berupa 
pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah 
tertentu yang ada di suatu wilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan 
dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan 
jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan 
tanda bukti dan pemeliharaannya.2 
  Pendaftaran tanah merupakan hal yang sangat penting dalam 
UUPA, karena pendaftaran tanah merupakan awal dari proses lahirnya 
sebuah bukti kepemilikan hak atas tanah. Begitu pentingnya persoalan 
pendaftaran tanah tersebut sehingga UUPA memerintahkan kepada 
pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 
Indonesia. Hal ini sesuai ketentuan dalam Pasal 19 UUPA dinyatakan 
sebagai berikut. 
1. Untuk menjamin kepastian hukum, oleh pemerintah diadakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut 
ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
2. Pendaftaran tersebut dalam  ayat (1) Pasal ini meliputi: 
                                                          
2
 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djambatan, 2005, hlm. 72.    
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a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah; 
b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; 
c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat. 
3. Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan 
Negara dan masyarakat, keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta 
kemungkinan penyelenggaraannya, menurut Menteri Agraria. 
4. Dalam peraturan pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan 
dengan pendaftaran tanah termaksud dalam ayat (1) di atas, 
dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 
pembayaran-pembayaran tersebut. 
Sebagai tindak lanjut dari perintah Pasal 19 ayat (1) UUPA 
tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 10 tahun 
1961 tentang pendaftaran tanah. Berpatokan pada perkembangan yang 
begitu pesat dan banyaknya persoalan pendaftaran tanah yang muncul ke 
permukaan dan tidak mampu diselesaikan oleh PP Nomor 10 Tahun 1961, 
maka setelah berlaku selama kurang lebih 38 tahun, pemerintah 
mengeluarkan PP Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. 
a. Asas-asas Pendaftaran Tanah 
Asas merupakan fundamen yang mendasari terjadinya sesuatu dan 
merupakan dasar dari suatu kegiatan, hal ini berlaku pula pada 
pendaftaran tanah.Oleh karena itu, dalam pendaftaran tanah ini terdapat 
asas yang harus menjadi patokan dasar dalam melakukan pendaftaran 
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tanah. Dalam Pasal 2 PP Nomor 24 Tahun 1997 dinyatakan bahwa 
pendaftaran tanah dilaksanakan berdasarkan asas sederhana, aman, 
terjangkau, mutakhir dan terbuka.3 
1. Asas sederhana dalam pendaftaran tanah dimaksudkan agar 
ketentuan-ketentuan pokoknya maupun prosedurnya dengan 
mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, 
terutama hak atas tanah. 
2. Asas aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran 
tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga 
hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai 
pendaftaran tanah itu sendiri. 
3. Asas terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak 
yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan 
dan kemampuan golongan ekonomi lemah. Pelayanan yang 
diberikan dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah harus 
bisa terjangkau oleh pihak yang memerlukan. 
4. Asas mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam 
pelaksanaannya dan keseimbangan dalam pemeliharaan datanya. 
Dan data yang tersedia harus tersedia harus menunjukkan keadaan 
yang mutakhir. Untuk itu perlu diikuti kewajiban mendaftar dan 
pencatatan perubahan-perubahan yang terjadi dikemudian hari. 
Asas ini menuntut pula dipeliharanya data pendaftaran tanah 
                                                          
3
Lihat penjelasan Pasal 2 PP No. 24 Tahun 1997 ttg Pendaftaran Tanah. 
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secara terus-menerus dan berkesinambungan, sehingga data yang 
tersimpan di Kantor Pertanahan selalu sesuai dengan keadaan 
nyata di lapangan, dan masyarakat dapat memperoleh keterangan 
mengenai data yang benar setiap saat, dan itulah yang berlaku pula 
pada asas terbuka. 
Menurut Suardi,4 dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
dilaksanakan secara teliti dan cermat, harus diperhatikan letak dan 
keadaan fisik serta penggunaan tanah yang akan didaftar. Misalnya perlu 
dibedakan antara tanah daerah perkotaan, pinggiran kota yang sedang 
berkembang, dan daerah berupa sawah, tegalan dan pekarangan. 
Namun demikian menurut Irawan Soerodjo,5 penerapan asas 
dalam pendaftaran tanah tersebut perlu dikaji ulang, khususnya terhadap 
asas murah dan sederhana karena akan berdampak bagi produk yang 
dihasilkan dalam rangka memberikan jaminan kepastian hokum dari hak-
hak atas tanah itu sendiri. Sebab dalam rangka pendaftaran tanah untuk 
pelaksanaan pengukuran agar hasil yang diperoleh lebih akurat baik data 
fisik maupun data yuridis atas bidang-bidang tanah yang diukur, 
diperlukan waktu yang cukup panjang dengan biaya yang relatif tinggi, 
sehingga penyajian data nantinya diharapkan dapat memberikan jaminan 
kepastian hukum atas bidang-bidang tanah tersebut bagi pihak-pihak yang 
berkepentingan yang memerlukan informasi data tanah yang diperlukan 
                                                          
4
 Suardi, Hukum Agraria, Iblam, Jakarta, 2005, hlm. 145 
5
 Irawan Soerodjo,  Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia, Arkola, Surabaya, 2002, hlm. 
106  
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untuk suatu keperluan mengenai bidang-bidang dan satuan-satuan rumah 
susun yang sudah terdaftar. 
b. Tujuan Pendaftaran Tanah 
Bila kita menyimak Pasal 19 ayat 1 dapat diketahui bahwa tujuan 
pendaftaran tanah itu untuk menjamin kepastian hukum dan kepastian hak 
atas tanah selain itu pendaftaran tanah juga bertujuan untuk inventarisasi 
secara lengkap dan menyeluruh mengenai hak atas tanah, sehingga 
masyarakat dapat memperoleh informasi (data) tentang hak atas tanah 
dengan mudah dan terwujudnya tertib administrasi di bidang pertanahan. 
Secara garis besar rincian tujuan pendaftaran tanah seperti yang 
dinyatakan dalam Pasal 3 PP No. 24 Tahun 1997 meliputi: 
1. Memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang 
hak atas sebidang tanah, satuan rumah susun, dan hak-hak lainnya 
yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan, untuk itu kepada 
pemegang hak diberikan sertifikat. 
2. Menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan 
termasuk pemerintah agar dengan mudah dapat memperoleh data 
yang diperlukan dalam melakukan perbuatan hukum mengenai 
bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun yang sudah 
terdaftar. Untuk melaksanakan fungsi informasi tersebut, data fisik 
dan data yuridis, sebidang tanah dan satuan rumah susun yang 
terdaftar terbuka untuk umum. 
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3. Terselenggarannya tertib administrasi pertanahan. Untuk mencapai 
hal ini, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk 
peralihan, pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan 
hak atas satuan rumah susun wajib didaftarkan. 
Dari tujuan pendaftaran tanah adalah menjamin kepastian hukum 
hak-hak atas tanah. Jaminan kepastian hukum hak-hak atas tanah 
meliputi : 
a. Kepastian hukum atas objek bidang tanahnya, yaitu letak bidang 
tanah, letak batas-batas dan luasnya (objek hak); 
b. Kepastian hukum atas subjek haknya, yaitu siapa menjadi 
pemiliknya (subjek hak) dan; 
c. Kepastian hukum atas jenis hak atas tanahnya. 
Kepastian objek dan subjek hak sangat diperlukan dalam lalu lintas 
hukum mengenai hak-hak atas tanah, sehingga oleh pemerintah 
dikebanyakan negara diselenggarakan suatu sistem keterbukaan atau 
pengumuman mengenai hak atas tanah atau sistem publisitas. Publisitas 
berarti prinsip di mana setiap orang  dapat mengetahui semua hak-hak 
atas tanah dan semua perbuatan hukum mengenai tanah.6 
Mengenai tanah sebagai objek hak sistem pengumumannya dianut 
asas spesialitas, yaitu suatu cara penetapan batas, sehingga identitas 
sebidang  tanah menjadi jelas lokasi batas serta luasnnya. Dengan sistem 
publisitas itu diselenggarakan suatu daftar umum berupa peta dan daftar 
tanah, daftar surat ukur, daftar nama, daftar buku tanah. 
                                                          
6
Ibid, hlm. 145 
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Untuk menjamin kepastian hukum hak-hak atas tanah, maka 
pendaftaran tanah harus meliputi dua kegiatan, yaitu: 
a) Kadaster hak, yaitu kegiatan pengukuran dan pemetaan bidang-
bidang tanah hak dan pendaftaran bidang-bidang tanah tersebut 
dalam daftar-daftar tanah. Bidang tanah hak adalah bidang-bidang 
tanah yang dimilki orang atau badan hukum dengan suatu hak. 
b) Pendaftaran hak yaitu kegiatan pendaftaran hak-hak dalam daftar-
daftar buku tanah atas pemegang haknya. 
c. Penyelenggaraan Pendaftaran Tanah 
Dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA dinyatakan bahwa yang 
mengadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia 
adalah pemerintah. Namun dalam Pasal ini tidak menyebutkan instansi 
pemerintah mana yang mengadakan pendaftaran tersebut. Begitu pula di 
dalam Pasal 1 PP No. 10 Tahun 1961 hanya menyebutkan bahwa 
pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Jawatan Pendafataran Tanah. 
Pasal 19 ayat (3) UUPA menyebutkan bahwa pendaftaran tanah 
diselenggarakan dengan mengingat keadaan negara dan masyarakat, 
keperluan lalu lintas sosial ekonomi serta kemungkinan 
penyelenggaraannya menurut pertimbangan Menteri Agraria. Dalam 
Penjelasan Umum Angka IV UUPA dinyatakan bahwa “Pendaftaran tanah 
akan diselenggarakan dengan mengingat pada kepentingan serta 
keadaan negara dan masyarakat, lalu lintas sosial-ekonomi dan 
kemungkinan-kemungkinannya dalam bidang personel dan peralatannya. 
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Oleh karena itu, akan didahulukan penyelenggaraannya di kota-kota 
lambat laun meningkat pada kadaster yang meliputi wilayah Negara.” A.P. 
Parlindungan menyatakan bahwa pendaftaran tanah itu mahal sekali 
anggarannya, sehingga tergantung dari anggaran yang tersedia, 
kepegawaian dan sarana maupun prasarana yang diperlukan sehingga di 
prioritaskan daerah-daerah tertentu terutama yang mempunyai lalu lintas 
perdagangan yang tinggi satu dan lainnya menurut pertimbangan dari 
Menteri yang bersangkutan dan urgensi yang ada, sungguhpun pada 
waktu itu di seluruh wilayah Indonesia di tiap kabupaten sudah ada 
Kantor-kantor Agraria dan Pertanahan.7 
Atas dasar ketentuan Pasal 19 ayat (3) UUPA, penyelenggaraan 
pendaftaran tanah diprioritaskan di daerah perkotaan disebabkan di 
daerah ini lalu lintas perekonomian lebih tinggi daripada di daerah 
perdesaan.Selanjutnya, pendaftaran tanah diselengarakan di daerah 
perdesaan.Pendaftaran tanah juga bergantung pada anggaran negara, 
petugas pendaftaran tanah, peralatan tersedia dan kesadaran masyarakat 
pemegang hak atas tanah. 
UUPA menetapkan bahwa bagi rakyat yang tidak mampu 
dibebaskan dari biaya pendaftaran tanah.Hal ini ditegaskan dalam Pasal 
19 ayat (4) UUPA, yaitu “Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya 
yang bersangkutan dengan pendaftaran yang termaksud dalam ayat 1 di 
atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari 
                                                          
7
 Urip Santoso, Op.cit., hlm. 295. 
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pembayaran biaya-biaya tersebut.” Dalam pelaksanaan pendaftaran 
tanah, Pemerintah tidak mampu membebaskan seluruh biaya pendaftaran 
tanah yang menjadi kewajiban bagi pemohon pendaftaran tanah, 
disebabkan oleh keterbatasan dana yang dimilki oleh Pemerintah. 
Pemerintah hanya dapat memberikan subsidi biaya pendaftaran tanah 
kepada pemohon pendaftaran tanah. Contoh pendaftaran tanah yang 
biayanya disubsidi oleh Pemerintah adalah Proyek Operasi Nasional 
Agraria (PRONA) berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 189 
Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria dan pendaftaran 
tanah secara sistematik melalui Ajudikasi. 
Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 secara tegas 
menyebutkan bahwa instansi Pemerintah yang menyelenggarakan 
pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut Pasal 5-
nya yaitu Badan Pertanahan Nasional (BPN), selanjutnya dalam Pasal 6 
ayat (1)-nya ditegaskan bahwa dalam rangka penyelenggaraan 
pendaftaran tanah tersebut, tugas pelaksanaannya dilakukan oleh Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Dalam struktur organisasi, Badan 
Pertanahan Nasional dibagi tiga berdasarkan wilayah, yaitu: 
a. Di Tingkat Pusat (Ibu Kota Republik Indonesia) dibentuk Badan 
Pertanhan Nasional Republik Indonesia (BPNRI) 
b. Di Tingkat Provinsi dibentuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan 
Nasional Provinsi (Kanwil BPN Provinsi) 
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c. Di Tingkat Kabupaten/Kota dibentuk Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota (Kantah Kabupaten/Kota). 
Dalam melaksanakan pendaftaran tanah, Kepala Kantor 
Pertanahan Kabupaten/Kota dibantu oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah 
(PPAT) dan pejabat lain yang ditugaskan untuk melaksanakan kegiatan-
kegiatan tertentu menurut Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 dan 
peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Pejabat-pejabat yang 
membantu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dalam 
pelaksanaan pendaftaran tanah, antara lain: 
a) Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 
Peran PPAT dalam pelaksanaan pendaftaran tanah ialah dalam hal 
pembuatan akta pemindahan hak dan akta pemberian Hak 
Tanggungan atas tanah atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 
b) Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) 
Pejabat PPAIW dalam pelaksanaan pendaftaran tanah adalah 
dalam hal pembuatan Akta Ikrar Wakaf tanah Hak Milik. 
c) Pejabat dari Kantor Lelang 
Peran Pejabat dari Kantor Lelang dalam pelaksanaan pendaftaran 
tanah adalah dalam hal pembuatan Berita Acara Lelang atas hak 
atas tanah atau hak milik  atas satuan rumah susun. 
d) Panitia Ajudikasi 
Peran Panitia Ajudikasi dalam pelaksanaan pendaftaran tanah 
adalah dalam hal pendaftaran tanah secara sistematik.Semua 
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kegiatan dalam pendaftaran tanah secara sistematik dari awal 
hingga penandatanganan sertifikat hak atas tanah dilaksanakan 
oleh Panitia Ajudikasi. 
d. Obyek Pendaftaran Tanah 
Dalam UUPA mengatur bahwa hak-hak atas tanah yang didaftar 
hanyalah Hak Milik diatur dalam Pasal 23, Hak Guna Usaha diatur dalam 
Pasal 32, dan Hak Guna Bangunan diatur dalam Pasal 38, dan Hak Pakai 
diatur dalam Pasal 41, sedangkan Hak Sewa untuk Bangunan tidak wajib 
didaftar. 
Menurut Pasal 9 PP No. 24 Tahun 1997, objek pendaftaran tanah 
menurut meliputi: 
a) Bidang-bidang tanah yang dipunyai dengan Hak Milik, Hak Guna 
Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai; 
b) Tanah hak pengelolaan; 
c) Tanah wakaf; 
d) Hak milik atas satuan rumah susun; 
e) Hak tanggungan; 
f) Tanah negara. 
Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai ada yang diberikan oleh 
negara. Tetapi dimungkinkan juga diberikan oleh pemegang Hak Milik atas 
tanah. Tetapi selama belum ada pengaturan mengenai tatacara 
pembebanannya dan disediakan formulir akta pemberiannya, untuk 
sementara belum akan ada Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai yang 
diberikan oleh pemegang Hak Milik atas tanah. Maka yang kini merupakan 
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obyek pendaftaran tanah baru Hak Guna bangunan dan hak Pakai yang 
diberikan oleh Negara.Tanah negara dalam PP 24/1997 termasuk obyek 
yang didaftar. 
Berbeda dengan obyek-obyek pendaftaran tanah yang lain, dalam 
hal tanah negara pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan 
bidang tanah yang bersangkutan dalam daftar tanah. Untuk tanah negara 
tidak disediakan buku tanah dan karenanya juga tidak diterbitkan sertifikat. 
Obyek pendaftaran tanah yang lain didaftar dengan membukukannya 
dalam peta pendaftaran dan buku tanah serta menerbitkan sertifikat 
sebagai surat tanda bukti haknya. 
a. Hak Milik 
Hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang 
dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6 
(Pasal 20 ayat (1) UUPA). Yang dapat mempunyai Hak Milik, yaitu: 
1. Hanya warga Negara Indonesia. 
2. Bank Pemerintah atau badan keagamaan dan badan social 
(Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara 
Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak 
Pengelolaan). 
b. Hak Guna Usaha 
Hak Guna Usaha adalah hak untuk mengusahakan tanah yang 
dikuasai langsung oleh Negara, dalam jangka waktu paling lama 35 tahun 
dan dapat diperpanjang paling lama 25 tahun guna perusahaan pertanian, 
perikanan atau peternakan (Pasal 28 ayat (1) UUPA). Yang dapat 
mempunyai Hak Guna Usaha, yaitu: 
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1. Warga Negara Indonesia. 
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. 
Berdasarkan Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 
tentang Hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, 
jangka waktu hak guna usaha, adalah untuk pertama kalinya paling lama 
35 tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama 25 tahun, 
dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama 35 tahun. 
c. Hak Guna Bangunan 
Hak Guna Bangunan adalah hak untuk mendirikan dan mempunyai 
bangunan-bangunan atas tanah yang bukan miliknya sendiri, dengan 
jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka 
waktu paling lama 20 tahun (Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) UUPA). Yang 
dapat mempunyai Hak Guna Bangunan, yaitu: 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Badan hukum yang didirikan  menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. 
Dari asal tanahnya, hak guna bangunan dapat terjadi pada tanah 
Negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. 
Jangka waktu hak guna bangunan atas tanah Negara dan tanah 
hak pengeloaan menurut Pasal 25 PP No. 40 Tahun 1996 adalah untuk 
pertama kalinya paling lama adalah 30 tahun, bisa diperpanjang untuk 
jangka waktu paling lama 20 tahun, dapat diperbaharui untuk jangka 
waktu paling lama 30 tahun. Sedangkan jangka waktu hak guna bangunan 
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atas tanah hak milik menurut Pasal 29 PP No. 40 Tahun 1996, adalah 
paling lama 30 tahun, tidak bisa diperpanjang, tetapi bisa diperbaharui 
haknya atas kesepakatan pihak pemilik tanah dan pemegang hak guna 
bangunan. 
d. Hak Pakai  
  Hak Pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut 
hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik 
orang lain, yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan 
dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang 
memberikannya atau dalam perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian 
pengolahan tanah, segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa 
dan ketentuan-ketentuan Undang-undang ini (Pasal 41 ayat (1) UUPA). 
Yang dapat mempunyai hak pakai, yaitu: 
1. Warga Negara Indonesia. 
2. Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan 
berkedudukan di Indonesia. 
3. Departemen, lembaga pemerintah non-departemen, dan 
pemerintah daerah. 
4. Badan-badan keagamaan sosial. 
5. Orang asing yang berkedudukan di Indonesia. 
6. Badan hukum asing yang memiliki perwakilan di Indonesia. 
7. Perwakilan Negara asing dan perwakilan badan internasional. 
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Hak pakai ada yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak 
ditentukan dan ada pula yang diberikan untuk jangka waktu yang 
ditentukan. 
Hak pakai yang diberikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan 
selama tanahnya digunakan untuk keperluan tertentu diberikan kepada 
Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pemerintah Daerah, 
Perwakilan Negara Asing, Perwakilan Badan Internasional, Badan 
Keagamaan, dan Badan Sosial. 
Jangka waktu Hak Pakai atas tanah Negara dan tanah hak 
pengelolaan adalah untuk pertama kalinya paling lama dua puluh lima (25) 
tahun, dapat diperpanjang untuk jangka waktu paling lama dua puluh (20) 
tahun, dan dapat diperbaharui untuk jangka waktu paling lama dua puluh 
lima (25) tahun. Jangka waktu Hak Pakai atas tanah Hak Milik adalah 
paling lama  dua puluh lima (25) tahun,  tidak dapat diperpanjang, akan 
tetapi dapat diperbaharui haknya atas dasar kesepakatan antara pemilik 
tanah dan pemegang Hak Pakai. 
e. Hak Pengelolaan 
Hak pengelolaan menurut Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah 
No. 40 Tahun 1996 jo. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah No. 24 
Tahun 1997 jo. Pasal 1 angka 3 Permen Agraria/Kepala BPN No. 3 Tahun 
1999 jo. Passal 1 angka 3 Permen/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999, adalah 
hak menguasai dari Negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian 
dilimpahkan kepada pemegangnya. 
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Secara lebih lengkap, pengertian Hak pengelolaan dimuat dalam 
Pasal 2 ayat (3) Undang-undang No. 20 Tahun 2000 tentang Perubahan 
atas Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan  Hak 
atas Tanah dan Bangunan jo. Pasal 1 PP No. 36 Tahun 1997 tentang 
Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan karena 
Pemberian Hak Pengelolaan, adalah hak menguasai dari Negara atas 
tanah yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegang haknya untuk merencanakan peruntukan dan penggunaan 
tanah, menggunakan tanah untuk keperluan pelaksanaan tugasnya, 
menyerahkan bagian tanah-tanah tersebut kepada pihak ketiga dan/atau 
bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang dapat mempunyai Hak 
Pengelolaan yaitu: 
1. Instansi Pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. 
2. Badan Usaha Milik Negara 
3. Badan Usaha Milik Daerah. 
4. PT Persero 
5. Badan Otoritas. 
6. Badan-badan hukun pemerintah lainnya yang ditunjuk oleh 
pemerintah. 
f. Tanah wakaf 
Wakaf tanah Hak Milik diatur dalam Pasal 49 ayat (3) UUPA, yaitu 
perwakafan tanah milik dilindungi dan diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 
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Menurut Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 
tentang Perwakafan Tanah Milik, yang dimaksud dengan wakaf adalah 
perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan 
sebagian dari harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan 
melembagakannya untuk selama-lamanya untuk kepentingan peribadatan 
atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Agama Islam. 
Hak atas tanah yang dapat diwakafkan untuk kepentingan 
peribadatan atau kepentingan umum lainnya menurut ajaran Agama Islam 
hanyalah Hak Milik. 
Dalam perwakafan tanah Hak Milik terdapat pihak yang 
mewakafkan tanah disebut Wakif, pihak penerima tanah wakaf disebut 
Nadzir, pihak yang membuat Akta Ikrar Wakaf adalah Pejabat Pembuat 
Akta Ikrar Wakaf, dan pihak yang mendaftar tanah yang diwakafkan 
adalah Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 
g. Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun 
Yang dimaksud dengan satuan rumah susun menurut Pasal 1 
angka 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah unit rumah susun 
yang tujuan utamanya digunakan secara terpisah dengan fungsi utama 
sebagai tempat hunian dan mempunyai sarana penghubung ke jalan 
umum. 
Yang dimaksud dengan kepemilikan satuan rumah susun menurut 
Pasal 46 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2011  merupaka hak milik atas satuan 
rumah susun yang bersifat perseorangan yang terpisah dengan hak 
bersama atas bagian bersama, benda bersama, dan tanah bersama. 
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h. Hak Tanggungan 
Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan kepada hak 
atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang No. 5 
Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, berikut atau 
tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan 
tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan 
yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain 
(Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak 
Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan 
Tanah). 
i. Tanah Negara  
Tanah Negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh Negara 
adalah tanah yang tidak dipunyai dengan suatu hak atas tanah (Pasal 1 
angka 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997). 
Dalam hal tanah Negara sebagai objek pendaftaran tanah, 
pendaftarannya dilakukan dengan cara membukukan bidang tanah yang 
merupakan tanah Negara dalam daftar tanah. 
Daftar tanah adalah dokumen dalam bentuk daftar yang memuat 
identitas bidang tanah dengan suatu sistem penomoran. 
Untuk tanah Negara tidak disediakan buku tanah dan oleh 
karenanya di atas tanah Negara tidak diterbitkan sertifikat. 
Objek pendaftaran tanah dalam PP No. 24 Tahun 1997, kecuali 
tanah Negara dibukukan dalam Buku Tanah dan diterbitkan sertifikat 
sebagi tanda bukti haknya. 
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Objek pendaftaran tanah bila dikaitkan dengan sistem pendaftaran 
tanah menggunakan sistem pendaftaran hak (registration of titles) bukan 
sistem pendaftaran akta (registration of deed). Sistem pendaftaran hak 
tampak dengan adanya Buku Tanah sebagai dokumen yang memuat data 
yuridis dan data fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya 
sertifikat sebagai surat tanda bukti hak yang didaftar.8 Sedangkan dalam 
pendaftaran akta, yang didaftar bukan haknya, melainkan justru aktanya 
yang didaftar, yaitu dokumen-dokumen yang membuktikan diciptakannya 
hak yang bersangkutan dan dilakukannya perbuatan-perbuatan hukum 
mengenai hak tersebut kemudian.9Pendaftaran tanah menurut UUPA dan 
PP No. 24 Tahun 1997 menganut sistem pendaftaran hak bukan sistem 
pendaftaran akta. 
e. Sistem Pendaftaran Tanah 
Ada dua macam sitem pendaftaran tanah, yaitu sistem pendaftaran 
akta (“registration of deeds”) dan sietem pendaftaran hak (“registration of 
titles”, title dalam arti hak). 
Sistem pendaftaran tanah mempermasalahkan, apa yang didaftar, 
bentuk penyimpanan dan penyajian data yurdisnya serta bentuk tanda 
bukti haknya. 
Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran 
hak, tiap pemberian akan menciptakan hak baru serta pemindahan dan 
pembebanannya dengan hak lain kemudian, harus dibuktikan dengan 
                                                          
8
 A.P. Parlindungan, Komentar Atas Undang-undang Pokok Agraria, Mandar Maju, Bandung, 
1991, h. 36. 
9
Ibid. 
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suatu akta. Dalam akta tersebut dengan sendirinya dimuat data yuridis 
tanah yang bersangkutan, perbuatan hukumnya, haknya, penerima 
haknya, hak apa yang dibebankan. 
Baik dalam sistem pendaftaran akta maupun sistem pendaftaran 
hak, akta merupakan sumber data yuridis. Dalam sistem pendaftaran akta, 
akta-akta itulah yang didaftar oleh pejabat pendaftaran tanah (PPT).Dalam 
sistem pendaftaran akta, PPT bersikap passif.Ia tidak melakukan 
pengujian kebenaran data yang disebut dalam akta yang didaftar. 
Di negeri Belanda misalnya, menurut ketentuan Burgerlijk Wetboek, 
dalam pemindahan hak oleh notaris dibuat akta transportnya dan dalam 
pembebanan hypotheek borderel-nya.Negeri Belanda menggunakan 
sistem pendaftaran akta. Maka akta transport dan borderel itulah yang 
didaftar oleh PPT dan setelah dibubuhi tanda pendaftaran, diserahkan 
kepada pembeli selaku pemegang haknya yang baru dan kreditor selaku 
pemegang hypotheek, sebagai tanda bukti haknya. 
Di kantor PPT disimpan salinannya, yang terbuka bagi umum. 
Hindia Belanda juga menggunakan sistem pendaftaran akta bagi 
pendaftaran tanah-tanah Hak Barat. Ketentuannya dalam BW sama 
dengan yang berlaku di Negeri Belanda. Tetapi sebagaimana telah 
dikemukakan Pasal-Pasal yang bersangkutan belum pernah berlaku, 
sampai dicabut kembali oleh UUPA.Maka, di Hindia Belanda akta 
pemindahan hak dan akta pembebanan hypotheek bukan dibuat oleh 
notaris, melainkan oleh Overschrijving Ambtenaar menurut 
30 
Overschrijvings Ordonnantie (S. 1834-27).Pendaftaran akta-akta tersebut 
pun  dilakukan oleh Pejabat Overschrijving, dengan dibubuhinya nomor 
pendaftaran sesuai urutan pendaftaran dalam register akta yang 
diselenggarakannya. Berbeda dengan praktik di Negeri Belanda, 
pembuatan dan pendaftaran aktanya dilakukan pada hari yang sama oleh 
Pejabat Overschrijving di kantornya. 
Untuk pembeli selaku pemegang haknya yang baru dan kreditor 
selaku pemegang hypotheek dibuatkan grosse aktanya, yang berfungsi 
sebagai surat tanda bukti haknya (penerapannya dalam Pasal 224 RIB). 
Tiap kali terjadi perubahan wajib dibuatkan akta sebagai 
buktinya.Maka dalam sistem ini, data yuridis yang diperlukan harus dicari 
dalam akta-akta yang bersangkutan.Cacat hukum pada suatu akta bisa 
mengakibatkan tidak sahnya perbuatan hukum yang dibuktikan dengan 
akta yang dibuat kemudian. Untuk meperoleh data yuridis harus dilakukan 
apa yang disebut “title search”, yang bisa memakan waktu dan biaya 
karena untuk title search diperlukan bantuan ahli. 
Maka diciptakan oleh Robert Richard Torrens sistem baru yang 
lebih sederhana dan memungkinkan orang memperoleh keterangan 
dengan cara yang mudah, tanpa harus mengadakan title search pada 
akta-akta yang ada. Torrens pernah menjabat Registrar General of Deeds 
di Adelaide (South Australia) pada tahun 1853. Dalam kedudukannya 
sebagai Pejabat Tertinggi pendaftaran itu ia menciptakan sistem 
“registration of titles”, yang kemudian dikenal sebagai sistem Torren 
(Walker. D.W., 1980, The Oxford Companion to Law). 
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Sebagimana telah diuraikan di atas, dalam sistem pendaftaran hak, 
pun setiap penciptaan hak baru dan perbuatan-perbuatan hukum yang 
menimbulkan perubahan kemudian, juga harus dibuktikan dengan suatu 
akta. Tetapi dalam penyelenggaraan pendaftarannya, bukan aktanya yang 
didaftar, melainkan haknya yang diciptakan dan perubahan-perubahannya 
kemudian.Akta hanya merupakan sumber datanya. 
Untuk pendaftaran hak dan perubahan-perubahannya yang terjadi, 
kemudian disediakan suatu daftar isian, yang dalam Bahasa Inggris 
disebut register. Dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah di Indonesia 
menurut PP 10/1961, disebut buku tanah. 
Akta pemberian hak berfungsi sebagai sumber data yuridis untuk 
mendaftar hak yang diberikan dalam buku tanah.Demikian juga akta 
pemindahan dan pembebanan hak berfungsi sebagai data untuk 
mendaftar perubahan-perubahan pada haknya dalam buku tanah yang 
bersangkutan.Jika terjadi perubahan, tidak dibuatkan buku tanah baru, 
melainkan dilakukan pencatatannya pada ruang mutasi yang disediakan 
pada buku tanah yang bersangkutan.Sebelum dilakukan pendaftaran 
haknya dalam buku tanah dan pencatatan perubahannya demikian, oleh 
PPT dilakukan pengujian kebenaran data yang dimuat dalam akta yang 
bersangkutan. Berbeda dengan PPT dalam sistem pendaftaran akta, 
dalam sistem pendaftaran hak ia bersikap aktif.  
Dalam sistem ini buku tanah disimpan di kantor PPT dan terbuka 
bagi umum. 
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Sebagai tanda bukti hak, diterbitkan sertifikat yang merupakna 
salinan register  (”Certificate of title”). Dalam pendaftaran menurut PP 
24/1997, sertifikat hak tanah terdiri atas salinan buku tanah dan surat ukur 
yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen. 
Dalam sistem PP 24/1997, semua data yang terdapat dalam buku 
tanah dicantumkan juga pada salinannya yang merupakan bagian dari 
sertifikat.Sebagaimana halnya dengan buku tanah, jika terjadi perubahan 
kemudian, tidak dibuatkan sertifikat baru, melainkan perubahannya dicatat 
pada salinan buku tanah tersebut.Maka data yuridis yang diperlukan, baik 
data pada waktu untuk pertama kali didaftar haknya maupun perubahan-
perubahannya yang terjadi kemudian, dengan mudah dapat diketahui dari 
buku tanah dan sertifikat hak yang bersangkutan.10 
Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah 
sistem pendaftaran hak (registration of titles), sebagaimana digunakan 
dalam penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut PP No. 10 tahun 
1961, bukan sistem penndaftaran akta. Hal tersebut tampak dengan 
adanya buku tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data 
fisik yang dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai 
surat tanda bukti hak yang didaftar. 
Hak atas tanah, Hak Pengelolaan, tanah wakaf dan Hak Milik atas 
Satuan Rumah Susun didaftar dengan membuktikannya dalam buku 
tanah, yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang 
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  Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok 
Agraria, Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta, Djamabatan, 2005, hlm. 76-78.  
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bersangkutan dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat 
ukur tersebut. Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada 
surat ukur tersebut merupakan bukti, bahwa hak yang bersangkutan 
beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam 
surat ukur secara hukum telah didaftar menurut PP 24/1997 ini. 
Menurut Pasal 31 untuk kepentingan pemegang hak yang 
bersangkutan diterbitkan sertifikat sesuai dengan data fisik yang ada 
dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.11 
 
B. Hak-Hak Atas Tanah 
Dasar hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 4 
ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara atas tanah 
sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam 
hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan 
kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-
bersama dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.” Hak atas 
tanah bersumber dari hak menguasai dari Negara atas tanah dapat 
diberikan kepada perseorangan baik warga Negara Indonesia maupun 
warga Negara asing, sekelompok orang secara bersama-sama, dan 
badan hukum baik badan hukum privat maupun badan publik. 
Menurut Soedikno Mertokusumo, wewenang yang dipunyai oleh 
pemegang hak atas tanah terhadap tanahnya dibagi menjadi dua, yaitu: 
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Ibid.,hlm. 477. 
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a. Wewenang umum 
Wewenang yang bersifat umum yaitu pemegang hak atas tanah 
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnnya, termasuk juga 
tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan 
untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan 
tanah itu dalam batas-batas menurut UUPA dan peraturan-peraturan 
hukum lain yang lebih tinggi (Pasal 4 ayat (2) UUPA). 
b. Wewenang khusus 
Wewenang yang bersifat khusus yaitu pemegang hak atas tanah 
mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya sesuai dengan 
macam hak atas tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik 
adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan 
bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah 
menggunakan tanah hanya untuk mendirikan dan memiliki bangunan 
di atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna 
Usaha adalah menggunakan tanah hanya untuk kepentingan 
perusahaan di bidang pertanian, perikanan, peternakan atau 
perkebunan.12 
Macam-macam hak atas tanah dimuat dalam Pasal 16 dan Pasal 
53 UUPA, yang dikelompokkan menjadi tiga bidang, yaitu: 
a. Hak atas tanah yang bersifat tetap, yaitu hak atas tanah ini akan 
tetap ada selama UUPA masih berlaku atau belum dicabut dengan 
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 Sudikno Mertokusumo – I, Op.cit., hlm. 445.  
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undang-undang yang baru. Jenis-jenis hak atas tanah ini adalah 
Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Membuka Tanah, 
Hak Sewa untuk Bangunan, dan Hak Memungut Hasil Hutan. 
a. Hak atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, yaitu 
hak atas tanah yang akan lahir kemudian, yang akan ditetapkan 
dengan undang-undang. Hak atas tanah inn jenisnya belum ada. 
b. Hak atas tanah yag bersifat sementara, yaitu hak atas tanah ini 
sifatnya sementara, dalam waktu yang singkat akan dihapuskan 
dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, mengandung sifat 
feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA. Macam-macam hak 
atas tanah ini adalah Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi 
Hasil (Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang dan Hak Sewa 
Tanah Pertanian. 
Dari segi asal tanahnya, hak atas tanah dibedakan menjadi dua 
kelompok, yaitu13: 
a. Hak atas tanah yang bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang 
berasal dari tanah Negara. Macam-macam hak atas tanah ini 
adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan Atas 
Tanah Negara, Hak Pakai Atas Tanah Negara. 
b. Hak atas tanah yang bersifat sekunder, yaitu hak atas tanah yang 
berasal dari tanah pihak lain. Macam-macam hak atas tanah ini 
adalah Hak Guna Bangunan Atas Tanah Hak Pengelolaan, Hak 
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 Urip Santoso, Hukum Agraria: kajian komprehensif, Kencana, Jakarta, hlm. 91. 
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Guna Bangunan Atas Tanah Hak Milik, Hak Pakai Atas Tanah Hak 
Penglolaan, Hak Pakai Atas Tanah Hak Milik, Hak Sewa Untuk 
Bangunan, Hak Gadai (Gadai Tanah), Hak Usaha Bagi Hasil 
(Perjanjian Bagi Hasil), Hak Menumpang, dan Hak Sewa Tanah 
Pertanian. 
Dalam administrasi pertanahan sekarang ini yang sesungguhnya 
Hak Pakai dan Hak Pengelolaan dinyatakan sebagai  tidak ada dasarnya 
dalam UUPA, karena secara eksplisit Hak Pakai dan Hak Pengelolaan 
atas nama Instansi Pemerintah tidak dijumpai dalam rumusan Pasal-Pasal 
dalam UUPA. Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atas nama Instansi 
Pemerintah baru lahir pada tahun 1965, yaitu sejak ditetapkannya 
Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan 
Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan ketentuan-ketentuan 
tentang pelaksanaan selanjutnya, pada tanggal 16 Desember 1965. 
Kemudian Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atas nama  Instansi 
Pemerintah ini semakin mendapat penegasan berdasarkan Peraturan 
Menteri Agraria No. 1 Tahun 1966 tentang Pendaftaran Hak Pakai dan 
Hak Pengelolaan. 
Terkait dengan aturan pengelolaan aset Negara atau Daerah, maka 
hak atas tanah yang merupakan aset tetap Pemerintah hanya akan 
terbatas pada Hak Pakai dan Hak Pengelolaan sebagai hak menguasai 
dari Negara.  
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a. Hak Pakai 
1) Pengertian Hak Pakai 
  Ketentuan mengenai Hak Pakai disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) 
huruf d UUPA.Secara khusus diatur dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 
43 UUPA.14Dalam PP No. 40 Tahun 1996, secara khusus diatur dalam 
Pasal 39 sampai dengan Pasal 58.15 
Menurut Pasal 41 ayat (1) UUPA, yang dimaksud dengan Hak 
Pakai adalah hak untuk menggunakan dan/atau memungut hasil dari 
tanah yang dikuasai langsung oleh Negara atau tanah milik orang lain, 
yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam 
keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya 
atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang bukan perjanjian 
sewa-menyewa atau perjanjian pengolahan tanah, segala sesuatu asal 
tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan UUPA. Perkataan 
“menggunakan” dalam hak pakai menunjuk pada pengertian bahwa hak 
pakai digunakan untuk kepentingan mendirikan bangunan, sedangkan 
perkataan “memungut hasil” dalam hak pakai menunjuk pada pengertian 
bahwa hak pakai digunakan untuk kepentingan selain mendirikan 
bangunan, misalnya pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. 
2) Obyek Hak Pakai 
Tanah yang dapat diberikan dengan hak pakai adalah: 
a. Tanah Negara; 
b. Tanah Hak Pengelolaan; 
                                                          
14
Lihat penjelasan Pasal 41 s/d 43 UUPA. 
15
Lihat penjelasan Pasal 39 s/d 58 PP No. 40 Tahun 1996. 
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c. Tanah Hak Milik. 
3) Kewajiban Pemegang Hak Pakai 
Pemegang Hak Pakai berkewajiban : 
a. Membayar uang pemasukan yang jumlah dan cara pembayarannya 
ditetapkan dalam keputusan pemberian haknya, perjanjian 
penggunaan tanah hak penglolaan atau dalam perjanjian 
pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik; 
b. menggunakan tanah sesuai dengan peruntukanya dan persyaratan 
sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberiannya, atau 
perjanjian pemberian Hak Pakai atas tanah Hak Milik; 
c. memelihara dengan baik tanah dan bangunan yang ada di atasnya 
serta menjaga kelestarian lingkungan hidup; 
d. menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan hak pakai 
kepada negara, pemegang hak pengelolaan atau pemegang hak 
milik sesudah hak pakai tersebut hapus; 
e. menyerahkan sertipikat hak pakai yang telah hapus kepada Kepala 
kantor Pertanahan. 
f. membongkar bangunan dan benda-benda yang ada diatasnya  dan 
menyerahkan tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong 
selambat-lambatnya dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak 
Pakai. 
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4) Hak Pemegang Hak Pakai 
Pemegang hak pakai berhak menguasai dan mempergunakan 
tanah yang diberikan dengan hak Pakai selama waktu tertentu untuk 
keperluan pribadi atau usahanya serta memindahkan hak tersebut kepada 
pihak lain dan membebaninya, selama digunakan untuk keperluan 
tertentu. 
5) Terjadinya Hak Pakai Atas Tanah   
a. Hak Pakai  dari Konversi Hak Lama 
Konversi dapat diartikan sebagai perubahan hak lama (Hak atas 
tanah menurut KUH Perdata/BW) menjadi hak baru menurut Undang-
Undang No. 5 tahun 1960.Dalam Bagian Kedua UU No.5/1960 mengenai 
Ketentuan ketentuan Konversi (khusus yang dikonversi menjadi  hak 
Pakai) dinyatakan bahwa: 
1. Hak eigendom kepunyaan Pemerintah Negara asing, yang digunakan 
untuk keperluan rumah kediaman, sejak mulai berlakunya Undang-
undang ini (24 september 1960) menjadi Hak Pakai tersebut dalam 
Pasal 41 ayat 1, yang akan berlangsung selama tanahnya 
dipergunakan untuk tersebut diatas (Pasal I ayat (2)). 
2. Hak-hak atas tanah yang memberi wewenang sebagai atau mirip 
dengan hak yang dimaksud  dalam Pasal 41 ayat 1 seperti yang 
disebut dengan nama sebagai dibawah, yang ada pada mulai 
berlakunya Undang-undang ini, yaitu: hak vruchtgebruik, gebruik, grant 
controleur, bruikleen, ganggam bauntuik, anggaduh, bengkok, lungguh, 
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pituwas,  dan hak-hak lain dengan nama apapun juga yang akan 
ditegaskan oleh Menteri Agraria, sejak mulai berlakunya Undang-
undang ini menjadi  Hak Pakai  tersebut dalam Pasal 41 ayat (1), 
yang memberi wewenang dan kewajiban sebagaimana yang dipunyai 
oleh pemegang haknya pada mulai berlakunya undang-undang ini, 
sepanjang tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan undang-
undang ini. 
b. Hak Pakai dari Pemberian Hak. 
6) Peralihan Hak Pakai 
 Hak Pakai yang diberikan atas tanah negara untuk jangka waktu 
tertentu dan hak pakai atas tanah hak pengelolaan dapat beralih dan 
dialihkan pada pihak lain.Hak Pakai atas tanah Hak Milik hanya dapat 
dialihkan apabila hak tersebut dimungkinkan dalam perjanjian pemberian 
hak Pakai atas tanah Hak Milik yang bersangkutan.16 
 Peralihan Hak pakai Menurut Pasal 26 UUPA terjadi karenaJual 
beli, Penukaran, Penghibahan, Pemberian dengan wasiat, pemberian 
menurut adat dan perbuatan-perbuatan lain yang dimaksudkan untuk 
memindahkan Hak Milik serta pengawasannya diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. Dalam Pasal 54 ayat (3) PP No. 40 Tahun 1996, disebutkan  
bahwa peralihan Hak Pakai juga terjadi karena penyertaan dalam 
modal.17Peralihan Hak Pakai karena jual beli, kecuali jual beli melalui 
                                                          
16
 Lihat penjelasan Pasal 54 ayat (1) dan (2) PP No. 40 Tahun 1996 ttg Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan, dan Hak Pakai atas Tanah. 
17
Ibid.,Pasal 54 ayat (3). 
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lelang, tukar menukar, penyertaan dalam modal, dan hibah harus 
dilakukan dengan akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah.18 
 Hak Pakai atas tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan 
selain dapat dialihkan juga dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani 
Hak Tanggungan, dan Hak Tanggungan tersebut hapus dengan hapusnya 
Hak Pakai.19 
7) Pembebanan Hak Pakai 
 Dimungkinkannya Hak Pakai dibebani dengan suatu hak jaminan 
kebendaan dapat kita temui rumusannya dalam ketentuan Pasal 52 dan 
Pasal 53 PP No. 40 Tahun 1996 yang menyatakan bahwa: 
”Pemegang Hak Pakai berhak menguasai dan mempergunakan 
tanah yang diberikan dengan Hak Pakai selama waktu tertentu 
untuk keperluan pribadi atau usahanya serta untuk memindahkan 
hak tertsebut kepada pihak lain dan membebaninya, atau selama 
digunakan untuk keperluan tertentu”.20 
 
 Hak Pakai atas Tanah Negara dan atas tanah Hak Pengelolaan 
dapat dijadikan jaminan utang dengan dibebani Hak Tanggungan. Hak 
Tanggungan tersebut akan hapus dengan hapusnya Hak Pakai.21 
8) Hapusnya Hak Pakai 
 Hak Pakai hapus karena22: 
a. Berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam 
keputusan pemberian atau perpanjangannya atau dalam perjanjian 
pemberiannya; 
                                                          
18
Ibid., Pasal 54 ayat (5) 
19
Ibid.,Pasal 53 ayat (1). 
20
Ibid.,Pasal 52. 
21
Ibid.,Pasal 53. 
22
Ibid.,Pasal 55. 
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b. Dibatalkan oleh pejabat yang berwenang, pemegang Hak 
Pengelolaan atau pemegang Hak Milik sebelum jangka waktunya 
berakhir, karena :  
1) tidak dipenuhinya kewajiban-kewajiban pemegang hak dan/atau 
dilanggarnya ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 50, Pasal 51 dan Pasal 52; atau  
2) tidak dipenuhinya syarat-syarat atau kewajiban-kewajiban yang 
tertuang dalam perjanjian pemberian Hak Pakai antara 
pemegang Hak Pakai dan pemegang Hak Milik atau perjanjian 
penggunaan Hak Pengelolaan; atau  
3) putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
yang tetap. 
c. Dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka 
waktu berakhir;  
d. Dicabut berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961;  
e. Ditelantarkan;  
f. Tanahnya musnah;  
g. Ketentuan Pasal 40 ayat (2).23 
                                                          
23
Pemegang hak tidak lagi memenuhi syaratsebagai:Warga Negara Indonesia; Badanhukum yang 
didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia; Departemen, Lembaga 
Pemerintah Non Departemen, dan Pemerintah Daerah; Badan-badan keagamaan dan sosial; 
Orang asing yang berkedudukan di Indonesia; Badan hukum asing yang mempunyai 
perwakilan di Indonesia Perwakilan Negara  asing dan perwakilan badan Internasional, maka: 
1).  Dalam waktu 1 (satu) tahun wajib melepaskan atau mengalihkan hak itu pada pihak lain yang 
memenuhi syarat. 
2).  Apabila dalam jangka satu tahun haknya tidak dilepaskan atau dialihkan, hak tersebut hapus 
karena hukum dengan ketentuan hak-hak pihak lain yang trkait di atas tanah tersebut tetap 
diperhatikan.   
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 Hapusnya Hak pakai atas tanah Negara, mengakibatkan tanahnya 
menjadi tanah Negara, Hapusnya Hak pakai atas tanah Hak Pengelolaan, 
mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak 
Pengelolaan dan Hapusnya Hak Pakai atas tanah Hak milik 
mengakibatkan tanahnya kembali dalam penguasaan pemegang Hak 
Milik.24 
 Suatu hal yang sangat penting untuk dijadikan dasar bagi 
pemegang Hak Pakai atas tanah Negara apabila tanahnya tidak 
diperpanjang lagi, yaitu bangunan yang terdapat di atasnya harus 
dibongkar. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 57 PP No. 40 
Tahun 1996 dinyatakan bahwa:  
 Apabila Hak Pakai atas tanah Negara hapus dan tidak diperpanjang 
atau diperbarui, maka bekas pemegang Hak Pakai wajib membongkar 
bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan 
tanahnya kepada Negara dalam keadaan kosong selambat-lambatnya 
dalam waktu satu tahun sejak hapusnya Hak Pakai. Dalam hal ini 
bangunan dan benda-benda yang terdapat di atasnya masih diperlukan 
kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi.Pembongkaran 
bangunan dan benda-benda dilakukan atas biaya bekas pemegang Hak 
Pakai.Oleh karena itu, jika bekas pemegang Hak Pakai lalai memenuhi 
kewajibannya, maka bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya 
dibongkar oleh pemerintah atas biaya bekas pemegang Hak Pakai. 
                                                          
24
Ibid., Pasal 56.  
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b. Hak Pengelolaan 
1) Pengertian Hak Pengelolaan 
Pengertian Hak Pengelolaan dinyatakan dalam Pasal 1 angka 2 
Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1996 tentang hak guna usaha, hak 
guna bangunan, dan hak pakai atas tanah, yaitu hak menguasai Negara 
yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada 
pemegangnya.  
Pengertian yang lebih lengkap tentang Hak Pengelolaan disebutkan 
dalam Pasal 2 ayat (3) huruf Undang-Undang No. 20 Tahun  2000 tentang 
perubahan atas Undang-undang No. 21 Tahun 1997 tentang Bea 
Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan jo. Pasal 1 Peraturan 
Pemerintah No. 36 Tahun 1997 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak 
atas Tanah dan Bangunan karena pemberian Hak Pengelolaan, yaitu hak 
menguasai dari Negara atas tanah yang kewenangan pelaksanaan 
sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya untuk merencanakan 
peruntukkan dan penggunaan tanah, menggunakan tanah untuk 
keperluan pelaksanaan tugasnya, menyerahkan bagian-bagian tanah 
tersebut kepada pihak ketiga dan/atau bekerja sama dengan pihak ketiga. 
Dari pengertian Hak Pengelolaan di atas menunjukkan bahwa Hak 
Pengelolaan merupakan hak menguasai dari Negara atas tanah 
sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA, bukan 
merupakan hak atas tanah sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 4 
ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) UUPA. 
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Boedi Harsono menyatakan bahwa Hak Pengelolaan dalam 
sistematika hak-hak penguasaan atas tanah tidak dapat dimasukkan 
dalam golongan hak-hak atas tanah, melainkan merupakan “gempilan” 
hak menguasai Negara atas tanah.25 Dalam berbagai peraturan 
perundangan-undangan yang disebutkan di atas menyebutkan bahwa Hak 
Pengelolaan adalah hak menguasai Negara atas tanah yang kewenangan 
pelaksanaan nya sebagian dilimpahkan kepada pemegang haknya.Dalam 
pengertian Hak Pengelolaan ini tidak jelas sebagian kewenangan hak 
menguasai Negara atas tanah yang mana yang dilimpahkan kepada 
pemegang Hak Pengelolaan. 
2) Wewenang yang Diberikan oleh Hak Pengelolaan 
Wewenang yang diberikan oleh hak pengelolaan telah diatur oleh 
beberapa peraturan diantaranya adalah PMA No 9 / 1965, Pasal 6 Ayat 
(1) PMA No 9 / 1965 menetapkan bahwa hak pengelolaan memberikan 
wewenang kepada pemegangnya untuk: 
a. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah tersebut; 
b. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan pelaksanaan 
tugasnya; 
c. Menyerahkan bagian- bagian dari tanah tersebut untuk pihak ketiga 
denganhak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun; 
d. Menerima uang pemasukan/ganti rugi dan/atau uang wajib 
tahunan. 
                                                          
25
 Boedi Harsono I, Op.cit.,hlm. 279. 
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Wewenang untuk menyerahkan tanah negara kepada pihak 
ketiga dibatasi,yakni : 
a. Tanah yang luasnya maksimum 1000 m2; 
b. Hanya kepada Warga Negara Indonesia dan badan-badan hukum 
yangdibentuk menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di 
Indonesia 
c. Pemberian hak untuk yang pertama kali saja, dengan ketentuan 
bahwaperubahan, perpanjangan dan penggantian hak tersebut 
akan dilakukanoleh instansi agraria yang bersangkutan, dengan 
pada asasnya tidak mengurangi penghasilan yang diterima 
sebelumnya oleh pemegang hak. 
Wewenang yang tersimpul pada Hak Pengelolaan seperti yang 
dirumuskan oleh Pasal 6 Ayat (1) PMA No. 9 Tahun 1965 diulangi kembali 
oleh Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 1973 
(Selanjutnya disebut Permendagri No 5 /1973). Namun kemudian 
perumusan itu diubah oleh Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
nomor 5 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dengan mengubah 
seperlunya ketentuan dalam PMA No. 9 Tahun 1965, hak pengelolaan 
berisikan wewenang untuk: 
1. Merencanakan peruntukan dan penggunaan tanah yang 
bersangkutan; 
2. Menggunakan tanah tersebut untuk keperluan usahanya; 
47 
3. Menyerahkan bagian- bagian daripada tanah itu kepada pihak 
ketiga menurut persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan 
pemegang hak tersebut, yang meliputi segi-segi peruntukan, 
penggunaan, jangka waktu dan keuangannya, dengan ketentuan 
bahwa pemberian hak atas tanah kepada pihak ketiga yang 
bersangkutan dilakukan oleh pejabat-pejabat yang berwenang, 
sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. 
Pemegang hak pengelolaan, selain berwenang untuk 
menggunakan tanah hak pengelolaan itu untuk keperluan usahanya, ia 
berwenang pula untuk menyerahkan bagian-bagian dari tanah hak 
pengelolaan itu kepada pihak ketigadenganpersyaratan-persyaratan 
sebagai berikut : 
1) Setiap penyerahan penggunaan tanah yang merupakan bagian dari 
tanah hak pengelolaan kepada pihak ketiga oleh pemegang Hak 
Pengelolaan, baik  yang disertai ataupun tidak disertai dengan  
pendirian bangunan di atasnya, wajib dilakukan dengan pembuatan 
perjanjian tertulis antara pihak pemegang hak pengelolaan dan 
pihak ketiga yang bersangkutan. 
2) Perjanjian termaksud dalam ayat (1) Pasal ini memuat antara lain 
keterangan mengenai: 
a. Identitas pihak-pihak yang bersangkutan; 
b. Letak, batas-batas dan luas tanah yang dimaksud;  
c. Jenis penggunaannya; 
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d. Hak atas tanah yang akan dimintakan untuk diberikan kepada 
pihak ketiga yang bersangkutan dan  keterangan mengenai 
jangka waktunya; 
e. Jenis-jenis bangunan yang akan didirikan di atasnya dan 
ketentuan mengenai pemilikan banguna-bangunan tersebut 
pada berakhirnya hak tanah yang diberikan; 
f. Jumlah uang pemasukan dan syarat-syarat pembayarannya; 
g. Syarat-syarat lain yang dipandang perlu. 
3) Hak-Hak yang Dapat Diberikan Kepada Pihak Ketiga 
Hak-hak yang dapat diberikan kepada Pihak ketiga diatur dalam 
berbagai peraturan, semula adalah Pasal 6 Ayat (1) huruf c Peraturan 
Menteri Agraria (PMA) Nomor 9 Tahun 1965 yang menyatakan bahwa : 
“Bagian-bagian tanah hak pengelolaan dapat diserahkan kepada pihak 
ketiga dengan hak pakai yang berjangka waktu 6 (enam) tahun”. 
Hal yang sama juga dinyatakan oleh Pasal 28 huruf c Permendagri 
No. 5 Tahun 1973. Namun oleh Pasal 5 Ayat (7) huruf a Permendagri 
No. 5 Tahun 1974 dinyatakan bahwa : 
“Tanah-tanah yang dikuasai oleh perusahaan pembangunan 
perumahan dengan hak pengelolaan, atas usul perusahaan 
tersebut oleh pejabat yang berwenang yang dimaksud dalam 
Pasal 3 dapat diberikan kepada pihak-pihak yang memerlukannya 
dengan hak milik, hak guna bangunan atau hak pakai berikut 
rumah-rumah dan bangunan-bangunan yang ada di atasnya 
menuru tketentuan dan persyaratan peraturan perundangan 
agraria yang berlaku”. 
 
Demikian juga oleh Pasal 2 Permendagri No. 1 Tahun 1977 
dinyatakan bahwa: 
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Bagian bagian tanah hak pengelolaan yang diberikan kepada 
Pemerintah Daerah, Lembaga, Instansi dan atau Badan Hukum 
(milik) Pemerintah untuk pembangunan wilayah pemukiman, dapat 
diserahkan kepada pihak ketiga dan diusulkan kepada Menteri 
Dalam Negeri atau Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan 
untuk diberikan dengan Hak Milik, Hak Guna Bangunan, atau Hak 
Pakai, sesuai dengan rencana peruntukan dan penggunaan tanah 
yang telah dipersiapkan oleh pemegang Hak Pengelolaan yang 
bersangkutan. 
 
Dalam Pasal 5 Permendagri No.1 Tahun 1977 juga dinyatakan 
bahwa: 
Hubungan hukum antara Lembaga, Instansi dan atau Badan atau 
Badan Hukum (milik) Pemerintah pemegang hak pengelolaan, 
yang didirikan atau ditunjuk untuk menyelenggarakan penyediaan 
tanah untuk berbagai jenis kegiatan yang termasuk dalam bidang 
pengembangan pemukiman dalam bentuk perusahaan, dengan 
tanah Hak Pengelolaan yang telah diberikan kepadanya tidak 
menjadi hapus dengan didaftarkannya hak-hak yang diberikan 
kepada Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
Peraturan ini pada Kantor Sub Direktorat Agraria setempat. 
 
Dari ketentuan diatas dapat disimpulkan, bahwa bagian-bagian 
tanah hak pengelolaan itu dapat diserahkan kepada pihak ketiga dengan 
Hak Milik, Hak Guna Bangunan atau Hak Pakai. Dengan didaftarkannya 
Hak Milik, Hak Guna bangunan dan Hak Pakai pada Kantor Pertanahan 
tidak membuat hubungan hukum pemegang hak pengelolaan dengan 
tanah hak pengelolaan menjadi hapus sesuai  dengan  hakekat  hak 
pengelolaan sebagai bagian  atau  ”gempilan”  Hak menguasai dari 
Negara. Kesemua hak ini, baik pengertian, persyaratan maupun jangka 
waktu dan berakhirnya tunduk kepada sistem UUPA. 
Khusus mengenai  hak  pakai,  UUPA  tidak  menyebutkan  jangka 
waktunya. Namun berdasarkan Pasal  45  Peraturan  Pemerintah  Nomor  
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40  Tahun  1996 Tentang  Hak  Guna  Usaha,  Hak  Guna  Bangunan,  
dan  Hak  Pakai  Atas  Tanah disebutkan bahwa hak pakai untuk jangka 
waktu paling lama 25 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 
yang tidak ditentukan selama tanahnya dipergunakan untuk keperluan 
tertentu. Yang dimaksud dengan keperluan tertentu adalah hak pakai 
yang diberikan pada : 
a. Departemen, Lembaga Pemerintah Non Departemen dan  
Pemerintah Daerah; 
b. Perwakilan Negara asing dan Perwakilan Badan Internasional; 
c. Badan Keagamaan dan badan sosial. 
Sedangkan Hak pakai atas tanah hak milik paling lama 25 tahun dan 
tidak dapat diperpanjang. 
4) Hubungan Hukum Antara Pemegang Hak Pengelolaan Dengan 
PihakKetiga 
Hubungan hukum yang menjadi dasar pemberian hak atas tanah 
olehpemegang hak pengelolaan kepada pihak ketiga ditetapkan dalam 
surat perjanjianpenggunaan tanah (SPPT). Dalam Praktik, SPPT tersebut 
dapat disebut dengannama lain, misalnya: Perjanjian Penyerahan, 
Penggunaan dan Pengurusan HakAtas Tanah. Pembuatan Perjanjian 
dilakukan dalam rangka pelaksanaan perjanjian Pembangunan, pemilikan, 
Pengelolaan, dan penyerahan KembaliTanah gedung, dan fasilitas 
Penunjang disebut juga perjanjian Build Operate andTransfer (BOT) atau 
Bangun Guna Serah. 
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5) Obyek Hak Pengelolaan 
Dengan berpedoman pada Pasal 2 UUPA, maka obyek dari hak 
pengelolaan seperti juga hak-hak atas tanah lainnya, adalah tanah yang 
dikuasai oleh negara. Penjelasan umum II angka (2) UUPA menyatakan 
bahwa: 
”Kekuasaan negara atas tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu 
hak olehseseorang atau pihak lainnya adalah lebih luas dan penuh. 
Dengan berpedomanpada tujuan yang disebutkan diatas negara 
dapat memberikan tanah yang demikian itu kepada seseorang atau 
badan hukum dengan sesuatu hak menurut peruntukan dan 
keperluannya, misalnya, hak milik, hak guna usaha, hak guna 
bangunan atau hak pakai atau memberikannya dalam pengelolaan 
kepada sesuatau badan penguasa (departemen, jawatan atau 
daerah swatantra) untuk diperlukan bagi pelaksanaan tugasnya 
masing-masing.” 
 
Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa obyek hak 
pengelolaan adalah tanah yang dikuasai langsung oleh negara. 
Kesimpulan yang sama juga akan diperoleh, apabila ditelusuri sejarah hak 
pengelolaan yang berasal dari hak penguasaan tanah negara yang diatur 
oleh Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953. 
6) Subjek Hak Pengelolaan 
Pihak-pihak yang dapat menjadi subjek atau pemegang Hak 
Pengelolaan dikemukakan oleh Eman Ramelan, yaitu: Subjek atau 
pemegang Hak Pengelolaan adalah sebatas pada badan hukum 
pemerintah baik yang bergerak dalam pelayanan publik (pemerintahan) 
atau yang bergerak dalam bidang bisnis, seperti Badan Usaha Milik 
Negara/Badan Usaha Milik Daerah, PT Persero, badan hukum swasta 
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tidak dapat mendapatkan peluang untuk berperan sebagai subjek atau 
pemegang Hak Pengelolaan.26 
Sependapat dengan Eman Ramelan, Sri Hajati menyatakan bahwa 
Hak Pengelolaan tidak dapat diberikan kepada individu atau 
perseorangan, badan hukum swasta, badan pemerintah yang tugas pokok 
dan fungsinya tidak berhubungan dengan pengelolaan tanah. 
Dalam Ayat (2) Pasal 67 Permenag/KBPN No 9 Tahun 1999 
tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara 
Dan Hak Pengelolaan disebutkan bahwa : 
”Badan- badan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat 
diberikan Hak pengelolaan sepanjang sesuai dengan tugas pokok 
dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan tanah”. 
 
Hak pengelolaan tidak dapat diberikan kepada perseorangan baik 
warga Negara Indonesia maupun warga Negara asing. Permen Agraria 
/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999 menetapkan bahwa tidak setiap badan 
hukum Pemerintah dapat diberikan Hak Pengelolaan, hanya badan hukum 
yang mempunyai tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengelolaan 
tanah yang dapat diberikan Hak Pengelolaan. 
7) Terjadinya Hak Pengelolaan 
 Ada 2 macam cara terjadinya Hak Pengelolaan dalam peraturan 
perundang-undangan, yaitu: 
a. Konversi 
Konversi adalah peubahan status hak atas tanah dari hak atas 
tanah menurut hukum yang lama sebelum berlakunya UUPA, yaitu hak 
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 Eman Ramelan, Op.cit., hlm. 196. 
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atas tanah yang tunduk pada Hukum Barat (BW), Hukum Adat, dan 
Daerah Swapraja menjadi hak atas tanah menurut UUPA. 
Peraturan yang mengatur pelaksanaan konversi Hak Pengelolaan 
yang semula berasal dari Hak Penguasaan atas tanah Negara yang 
dipunyai oleh departemen, direktorat, atau daerah swatantra adalah 
Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965. 
Melalui ketentuan konversi, Hak Penguasaan atas tanah Negara 
yang dipunyai oleh departemen, direktorat, atau daerah swatantra diubah 
haknya menjadi Hak Pengelolaan. Hak Pengelolaan ini lahir setelah Hak 
Penguasaan atas tanah Negara didaftarkan dan telah diterbitkan sertifikat 
Hak Pengelolaan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota setempat. 
b. Pemberian Hak Atas Tanah 
Menurut Pasal 1 ayat (8) Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 
1999, yang dimaksud dengan pemberian hak atas tanah, adalah 
penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah Negara, 
perpanjangan jangka waktu hak, pembaharuan hak, perubahan hak, 
termasuk pemberian hak di atas Hak Pengelolaan. 
Dalam pemberian hak atas tanah ini, Hak Pengelolaan yang lahir 
tersebut berasal dari tanah Negara yang dimohonkan oleh pemegang Hak 
Pengelolaan. Ketentuan tentang lahirnya Hak Pengelolaan melalui 
pemberian hak semula diatur oleh Permendagri No. 5 Tahun 1973, 
kemudian diubah dengan Permen Agraria/Kepala BPN No. 9 Tahun 1999. 
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Tata Cara pemberian Hak pengelolaan diatur dalam Pasal 67 dan 
Pasal 71 Permenag/KBPN No. 9/1999. Secara garis besar proses 
pemberian Hak pengelolaan diawali dengan permohonan tertulis yang 
berisi tentang keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai 
tanahnya yang meliputi data fisik dan data yuridis dan keterangan lain 
yang dianggap perlu. 
Permohonan diajukan kepada Menteri (dalam hal ini Kepala BPN) 
melalui kepala Kantor Pertanahan setempat yang akan memeriksa 
kelengkapan data yuridis dan data fisik untuk dapat diproses lebih lanjut. 
Bila tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, dilakukan pengukuran 
dan selanjutnya kelengkapan berkas pemohonan disampaikan oleh 
Kepala Kantor pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah. Setelah 
permohonan .memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan 
berkas permohonan kepada Menteri (Kepala BPN). 
Dalam SK pemberian Hak pengelolaan dicantumkan pemberian 
Hak pengelolaan diantumkan persyaratan yang harus dipenuhi antara lain 
tentang kewajiban untuk mendaftarkan tanah. Sertifikat Hak pengelolaan 
ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan. 
8) Pendaftaran Hak Pengelolaan 
Tata Cara pemberian Hak pengelolaan diatur dalam Pasal 67 dan 
Pasal 71 Permenag/KBPN No 9/1999. Secara garis besar proses 
pemberian Hak pengelolaan diawali dengan permohonan tertulis yang 
berisi tentang keterangan mengenai pemohon, keterangan mengenai 
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tanahnya yang meliputi data fisik dan data yuridis dan keterangan lain 
yang dianggap perlu. 
Permohonan diajukan kepada Menteri (dalam hal ini Kepala BPN) 
melalui kepala Kantor Pertanahan setempat yang akan memeriksa 
kelengkapan data yuridis dan data fisik untuk dapat diproses lebih lanjut. 
Bila tanah yang dimohon belum ada surat ukurnya, dilakukan pengukuran 
dan selanjutnya kelengkapan berkas pemohonan disampaikan oleh 
Kepala Kantor pertanahan kepada Kepala Kantor Wilayah. Setelah 
permohonan memenuhi syarat, Kepala Kantor Wilayah menyampaikan 
berkas permohonan kepada Menteri (Kepala BPN). 
Dalam Surat Keputusan pemberian Hak Pengelolaan dicantumkan 
persyaratan yang harus dipenuhi antara lain tentang kewajiban untuk 
mendaftarkan tanah. Sertifikat Hak pengelolaan ditandatangani oleh 
Kepala Kantor Pertanahan. 
 
C. Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak 
Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang 
ditetapkan dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 
adalah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan 
hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan 
dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan 
kepastian hukum dan perlindungan hukum, kepada pemegang hak yang 
bersangkutan diberikan sertifikat hak atas tanah. 
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Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan bahwa akhir 
kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah adalah 
pemberian surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian 
yang kuat. UUPA tidak menyebut nama surat tanda bukti hak atas tanah 
yang didaftar. Baru pada Pasal 13 ayat (3) Peraturan Pemerintah No. 10 
Tahun 1961 dinyatakan bahwa surat tanda bukti hak atas tanah yang 
didaftar dinamakan sertifikat, yaitu salinan buku tanah dan surat ukur 
setelah dijahit menjadi satu bersama-sama dengan suatu kertas sampul 
yang bentuknya ditetapkan oleh Menteri Agraria. 
Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya menghasilkan 
surat tanda bukti hak, yang berupa sertifikat.27 Pengertian sertifikat 
menurut Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, 
adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 
ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah 
wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang 
masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. 
Sertifikat diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, 
sedangkan pejabat yang menandatangani sertifikat, yaitu28: 
a. Dalam pendaftaran tanah secara sistematik, sertifikat 
ditandatangani oleh Ketua Panitia Ajudikasi atas nama Kepala 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. 
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 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta. hlm. 315  
28
Ibid.,hlm. 316. 
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b. Dalam pendaftaran tanah secara sporadik yang bersifat individual, 
sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
c. Dalam pendaftaran tanah secara sporadic yang bersifat massal, 
sertifikat ditanda tangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan 
Pendaftaran Tanah atas nama Kepala Kantor Pertanahan 
Kabupaten/Kota. 
Maksud diterbitkan sertifikat dalam kegiatan pendaftaran tanah 
untuk petama kali adalah agar pemegang hak dengan mudah dapat 
membuktikan bahwa dirinya sebagai pemegang haknya. Sertifikat 
diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai 
dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.29 
Pihak yang menerima penyerahan sertifikat yang diterbitkan oleh 
Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota, yaitu30: 
a. Untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang 
dipunyai oleh satu orang, sertifikat hanya boleh diserahkan kepada 
pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang 
bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang 
dikuasakan olehnya. 
b. Untuk tanah wakaf,  sertifikat diserahkan kepada Nadzirnya atau 
pihak lain yang dikuasakan olehnya. 
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Ibid.,hlm. 316. 
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Ibid.,hlm. 316. 
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c. Dalam hal pemegang hak sudah meninggal dunia, sertifikat 
diterimakan kepada ahli warisnya atau salah seorang waris dengan 
persetujuan para ahli waris yang lain. 
d. Untuk hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun 
kepunyaan bersama beberapa orang atau badan hukum diterbitkan 
satu sertifikat, yang diterimakan kepada salah satu pemegang hak 
bersama atas penunjukan tertulis para pemegang hak bersama 
yang lain. 
e. Untuk hak tanggungan, sertifikat diterimakan kepada pihak yang 
namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan atau 
kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya. 
Ada bermacam-macam sertifikat berdasarkan objek pendaftaran 
tanah dalam Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 199631 dan Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: 
a. Sertifikat Hak Milik, 
b. Sertifikat Hak Guna Usaha, 
c. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Negara, 
d. Sertifikat Hak Guna Bangunan atas tanah Hak pengelolaan, 
e. Sertifikat Hak Pakai atas tanah negara, 
f. Sertifikat Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, 
g. Sertifikat tanah Hak Pengelolaan, 
h. Sertifikat tanah Wakaf, 
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 Lihat penjelasan Peraturan Pemerintah No. 40  Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna 
Bangunan dan Hak Pakai atas tanah. 
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i. Sertifikat Hak Milik atas Satuan Rumah Susun, 
j. Sertifikat Hak Milik atas Satuan non Rumah Susun, 
k. Sertifikat Hak Tanggungan. 
Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak disebutkan 
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertifikat sebagai alat 
pembuktian yang kuat, yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam 
sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat 
bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. 
Berdasarkan sifat pembuktian ini, pihak yang merasa dirugikan atas 
diterbitkannya sertifikat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk 
memohon agar sertifikat yang diterbitkan tersebut dinyatakan tiadak sah. 
Kalau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang 
menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak sah, maka Kepala Badan 
Pertanahan Nasional Republik Indonesia menerbitkan surat keputusan 
tentang pembatalan sertifikat.32 
Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak dimuat dalam 
Pasal 32 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997, yaitu: 
1. Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis 
yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis 
tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah yang bersangkutan. 
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 Urip Santoso, Hukum Agraria: Kajian Komprehensif, Kencana, Jakarta. hlm. 317.   
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2. Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat 
secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh 
tanah tersebut dengan iktikad baik dan secara nyata 
menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas 
tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut 
apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu 
tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang 
sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan 
ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai 
penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat. 
Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Perturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997 merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, 
Pasal 23 ayat (2), Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA, yang 
berisikan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang 
berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.  
Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai 
alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang 
termuat didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 
bersangkutan. Ini berarti, demikian dijelaskan dalam penjelasan Pasal 32 
ayat (1) , bahwa selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya, data fisik dan 
data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang 
benar, baik dalammelakukan perbuatan hukum sehari-hari maupun dalam 
berperkara di pengadilan. Sudah barang tentu data fisik dan data yuridis 
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yang tercantum dalam sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum 
dalam surat ukur dan buku tanah tersebut. Data yang dimuat dalam surat 
ukur dan buku tanah itu mempunyai sifat terbuka untuk umum, hingga 
pihak yang berkepentingan dapat (PPAT bahkan wajib) mencocokkan 
data dalam sertifikat itu dengan yang ada dalam surat ukur dan buku 
tanah yang disajikan di Kantor Pertanahan. Perlu diperhatikan, bahwa 
menurut PP No. 10 Tahun 1961 surat ukur merupakan bagian dari 
sertifikat, dan merupakan petikan dari peta pendaftaran. Maka data 
yuridisnya harus sesuai dengan peta pendaftaran. Menurut PP No. 24 
Tahun 1997surat ukur merupakan dokumen yang mandiri disamping peta 
pendaftaran. Surat ukur memuat data fisik bidang tanah hak yang 
bersangkutan.33 
Ketentuan Pasal 32 ayat (1) tersebut bukan hanya berlaku bagi 
sertifikat yang diterbitkan berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 mulai 
tanggal 8 Oktober 1997. Menurut Pasal 64 ketentuan-ketentuan PP No. 24 
Tahun 1997 juga berlaku terhadap hal-hal yang dihasilkan dalam kegiatan 
pendaftaran tanah berdasarkan ketentuan PP No. 10 Tahun 1961. Maka 
ketentuan Pasal 32 ayat (1) berlaku juga bagi sertifikat-sertifikat yang 
dihasilkan dalam kegiatan pendaftaran menurut PP No. 10 Tahun 
1961.Lagipula lembaga “rechtsverwerking” sendiri sebagai lembaganya 
hukum adat sudah ada dan diterapkan juga oleh Mahkamah Agung 
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sebelum dilaksanakannya pendaftaran tanah menurut PP No. 10 Tahun 
1961.34 
Sebagai kelanjutan dari pemberian perlindungan hukum kepada 
para pemegang sertifikat hak tersebut, dinyatakan dalam Pasal 32 ayat 
(2), bahwa : 
Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan secara sah 
atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah 
tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka 
pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi 
menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) 
tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan 
secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala kantor 
Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan 
pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan 
sertifikat tersebut. 
 
Dengan pernyataan tersebut maka makna dari pernyataan, bahwa 
sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan 
pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka 
memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi 
tampak dan dirasakan arti praktisnya, sungguhpun sistem publikasi yang 
digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi 
asas pemberian perlindungan yang seimbang, baik kepada pihak yang 
mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya 
maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad 
baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan.35 
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Ketentuan Pasal 32 ayat (2) tersebut disertai penjelasan sebagai 
berikut: “Pendaftaran tanah yang penyelenggaraannya diperintahkan oleh 
UUPA tidak menggunakan sistem publikasi positif, yang kebenaran data 
yang disajikan dijamin oleh Negara, melainkan menggunakan sistem 
publikasi negatif. Di dalam sistem publikasi negatif Negara tidak menjamin 
kebenaran data yang disajikan. Walaupun demikian tidaklah dimaksudkan 
untuk menggunakan sistem publikasi negatif yang murni. Hal tersebut 
tampak dari pernyataan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, bahwa 
surat tanda bukti hak yang diterbitkan berlaku sebagai alat bukti yang kuat 
dan dalam Pasal 23, 32 dan 38 UUPA, bahwa pendaftaran berbagai 
peristiwa hukum merupakan alat pembuktian yang kuat. Selain itu dari 
ketentuan-ketentuan mengenai prosedur pengumpulan, pengolahan, 
peyimpanan dan penyajian data fisik dan data yuridis serta penerbitan 
sertifikat dalam Peraturan Pemerintah ini, tampak jelas usaha untuk 
sejauh mungkin memperoleh dan menyajikan data yang benar, karena 
pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum. Sehubungan 
dengan itu diadakanlah ketentuan dalam ayat (2) ini. 
Kelemahan sistem negatif adalah, bahwa pihak yang namanya 
tercantum sebagai pemegang hak dalam buku tanah dan sertifikat selalu 
menghadapi kemungkinan gugatan dari pihak lain yang merasa 
mempunyai tanah itu. Umumnya kelemahan tersebut diatasai dengan 
menggunakan lembaga acquisitieve verjaring atau adverse possession. 
Hukum tanah kita yang memakai dasar hukum adat tidak dapat 
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menggunakan lembaga tersebut, karena hukum adat tidak mengenalnya 
(Putusan Hoog Gerechts Hof 25 Oktober 1934). Tetapi dalam hukum adat 
terdapat lembaga yang dapat digunakan untuk mengatasi kelemahan 
sistem publikasi negatif dalam pendaftaran tanah, yaitu lembaga 
rechtsverwerking. Dalam hukum adat jika seseorang selama sekian waktu 
membiarkan tanahnya tidak dikerjakan, kemudian tanah itu dikerjakan 
orang lain, yang memperolehnya dengan iktikad baik, maka dia dianggap 
telah melepaskan haknya atas bidang tanah yang bersangkutan dan 
karenanya hilanglah haknya untuk menuntut kembali tanah tersebut. 
Ketentuan di dalam UUPA yang menyatakan hapusnya hak atas tanah 
karena ditelantarkan (Pasal 27, 34 dan 40 UUPA) adalah sesuai dengan 
lembaga ini.36 
Penjelasan ayat (2) tersebut diakhiri dengan kalimat: “Dengan 
pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah 
merupakan ketentuan hukum yang baru, melainkan merupakan 
penerapan ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang 
dalam tata hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah 
Nasional Indonesia dan sekaligus memberikan wujud yang konkret dalam 
penerapan ketentuan UUPA mengenai pelantaran tanah”. 
Penjelasan ayat (2) tersebut diakhiri dengan kalimat: “Dengan 
pengertian demikian, maka apa yang ditentukan dalam ayat ini bukanlah 
menciptakan ketentuan hukum baru, melainkan merupakan penerapan 
ketentuan hukum yang sudah ada dalam hukum adat, yang dalam tata 
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hukum sekarang ini merupakan bagian dari Hukum Tanah Nasional 
Indonesia dan sekaligus memberikan wujud yang konkret dalam 
penerapan ketentuan UUPA mengenai pelantaran tanah”. 
Hukum adat tidak mengenal lembaga “acquisitieve verjaring” dan 
bahwa lembaga “rechtsverwerking” tersebut mendapat pengukuhan dan 
penerapan dalam berbagai yurisprudensi Mahkamah Agung kita.37 
Kenyataan ini membenarkan apa yang dikemukakan dalam penjelasan, 
bahwa Pasal 32 ayat (2) tidak menciptakan ketentuan baru. Lembaga 
tersebut sudah ada dalam hukum adat. Tetapi Pengadilan tidak boleh 
mempergunakan lembaga hukum tersebut atas prakarsa sendiri. 
Penerapannya oleh pengadilan, harus dituntut oleh pihak yang menguasai 
tanah (Putusan M.A. 161/K/Sip/1958). Apa yang dikemukakan di atas 
berlaku juga terhadap sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun.38 
Dalam hal hak yang bersangkutan berpindah kepada pihak lain 
dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkannya sertifikat yang merupakan tanda 
buktinya, ketentuan Pasal 32 ayat (2) pun berlaku bagi pihak penerima 
hak itu, juga terhitung sejak diterbitkannya sertifikat. Jadi bukan sejak 
terjadinya pemindahan hak. Dalam hal sesudah lampau jangka waktu 5 
tahun terjadi pemindahan hak, penerima hak juga tidak dapat diganggu-
gugat oleh pihak yang sejak 5 tahun tersebut sudah kehilangan haknya 
berdasarkan Pasal 32 ayat (2). Penguasaan tanah selanjutnya juga 
dilindungi oleh hukum terhadap gugatan pihak lain daripada pihak yang 
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sudah kehilangan haknya itu, jika perbuatan hukum pemindahan hak yang 
bersangkutan dilakukan dengan itikad baik, sesuai ketentuan hukum yang 
berlaku berdasarkan sertifikat yang merupakan alat pembuktian yang kuat 
dan diikuti dengan pendaftarannya. Selain itikad baik mempunyai bobot 
penilaian yang tinggi dalam hukum, khususnya hukum adat yang 
merupakan dasar Hukum Tanah Nasional kita, penerima hak yang 
menguasai tanahnya, masih selalu dapat mendalilkan berlakunya lembaga 
“rechtsverwerking”, yang sebagai lembaganya hukum adat masih tetap 
berlaku di samping Pasal 32 ayat (2). Dalam kasus-kasus konkret sudah 
barang tentuhakimlah yang wajib menimbang-nimbang berat ringannya 
bobot kepentingan pihak-pihak yang berperkara.39 
 
D. Aset 
a. Pengertian Aset  
Mendengar kata aset, maka pikiran kita terbawa kepada pengertian 
kekayaan dan selanjutnya menuju kepada asumsi tentang uang atau 
segala sesuatu yang berkaitan dengan uang atau keuangan. Istilah aset 
pada awalnya merupakan istilah ekonomi, sehingga tiadak dijumpai dalam 
istilah hukum dan karenanya belum menjadi konsep hukum. Dalam kamus 
ekonomi, kata aset atau asset berarti aktiva, yaitu segala sesuatu yang 
bernilai komersial yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau individu. 
Bisa dibagi ke dalam aktiva lancar, investasi, aktiva tetap, aktiva tidak 
berwujud (seperti hak cipta). 
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Pengertian aset secara umum menurut Siregar (2004:178) adalah 
barang (thing) atau sesuatu barang (anything) yang mempunyai nilai 
ekonomi (economic value), nilai komersial (commercial value) atau nilai 
tukar (exchange value) yang dimiliki oleh badan usaha, instansi atau 
individu (perorangan). 
b. Manajemen Aset 
Didalam manajemen aset (pengelolaan aset), kita tidak terlepas 
dari siklus pengelolaan barang yang dimulai dari perencanaan sampai 
penghapusan barang tersebut, yang kalau diurut adalah sebagai berikut: 
1. Perencanaan (Planning); meliputi penentuan kebutuhan 
(requirement) dan penganggarannya (budgetting). 
2. Pengadaan (Proccurement); meliputi cara pelaksanaannya, 
standard barangdan harga atau penyusunan spesifikasi dan 
sebagainya. 
3. Penyimpanan dan penyaluran (Storage and distribution). 
4. Pengendalian (Controlling). 
5. Pemeliharaan (Maintainance). 
6. Pengamanan (Safety). 
7. Pemanfaatan penggunaan (Utilities). 
8. Penghapusan (Disposal). 
9. Inventarisasi (Inventarization). 
Sedangkan kalau kita berpedoman kepada landasan yang jelas dan 
terbaru yaitu: 
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Permendagri Nomor 17 Tahun 2007 Pasal 4 ayat 2 menyatakan 
bahwa pengelolaan barang daerah meliputi : 
1. Perencanaan kebutuhan dan penganggaran. 
2. Pengadaan 
3. Penerimaan, penyimpanan dan penyaluran 
4. Penggunaan 
5. Penatausahaan 
6. Pemanfaatan 
7. Pengamanan dan pemeliharaan 
8. Penilaian 
9. Penghapusan 
10. Pemindahtanganan 
11. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian 
12. Pembiayaan, dan 
13. Tuntutan ganti rugi. 
Untuk itu sebagai seorang Kuasa Pengguna Barang dan Pengurus 
Barang pada suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah, dia sebetulnya 
adalah manajer atau pengelola terhadap barang yang dibawah kontrolnya 
dan tentu saja dia sangat menghayati siklus pengelolaan barang tesebut 
diatas, dan dalam pengertian yang umum dilingkungan masyarakat 
Pegawai Negeri Sipil lebih dikenal dengan manajemen barang/inventaris 
atau manajemen material yang lebih bertitik tujuan bagaimana mengelola 
barang inventaris sehingga terpenuhi persyaratan optimal bagi pelayanan 
tugas dan fungsi instansinya. 
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Manajemen aset sebetulnya merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari manajemen keuangan dan secara umum terkait dengan 
administrasi pembanguanan daerah khususnya yang berkaitan dengan 
nilai aset, pemanfaatan aset, pencatatan nilai aset dalam neraca, maupun 
dalam penyusunan prioritas dalam pembangunan. 
Sedangkan manajemen aset kedepan lebih ditujukan untuk 
menjamin pengembangan kapasitas yang berkelanjutan dari 
pemerintahan daerah, maka dituntut agar dapat mengembangkan atau 
mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah guna meningkatkan atau 
mendongkrak Pendapatan Asli Daerah, yang akan digunakan untuk 
membiayai kegiatan guna mencapai pemenuhan persyaratan optimal bagi 
pelayanan tugas dan fungsi instansinya terhadap masyarakat. 
Sedangkan menurut Siregar, kita sadari bahwa Manajemen Aset 
merupakan salah satu profesi atau keahlian yang belum sepenuhnya 
berkembang dan populer di lingkungan pemerintahan maupun di Satuan 
Kerja Perangkat Daerah atau instansi. Manajemen aset ini sendiri 
kedepannya atau selanjutnya sebenarnya terdiri dari 5 (lima) tahapan 
kerja yang satu sama lainnya saling berhubungan dan terintegrasi yaitu: 
1. Inventarisasi Aset. 
2. Legal Audit. 
3. Penilaian Aset. 
4. Optimalisasi Aset dan, 
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5. Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Aset (SIMA), dalam 
Pengawasan dan Pengendalian Aset. 
Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 
1. Inventarisasi Aset 
Inventarisasi aset terdiri atas dua aspek, yaitu inventarisasi fisik dan 
yuridis atau legal. 
a. Aspek fisik terdiri atas bentuk, luas, lokasi,volume/jumlah, jenis, 
alamat dan lain-lain. 
b. Aspek yuridis adalah status penguasaan, masalah legal yang 
dimiliki, batas akhir penguasaan dan lain-lain. Proses kerja yang 
dilakukan adalah: 
a) Pendataan, 
b) Kodifikasi/labelling, 
c) Pengelompokan dan pembukuan atau administrasi sesuai 
dengan tujuan manajemen aset. 
2. Legal Audit 
Legal audit merupakan satu lingkup kerja manajemen aset yang 
berupa: 
a. Inventarisasi status penguasaan aset, sistem dan prosedur 
penguasaan atau pengalihan aset, 
b. Identifikasi dan mencari solusi atas permasalahan legal, dan 
c. Strategi untuk memecahkan berbagai permasalahan legal yang 
terkait dengan penguasaan ataupun pengalihan aset. 
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Permasalahan legal yang sering ditemui antara lain status hak 
penguasaanyang lemah, aset dikuasai pihak lain, pemindah tanganan 
aset yang tidaktermonitor, dan lain-lain. 
3. Penilaian Aset 
Penilaian aset merupakan satu proses kerja untuk melakukan 
penilaian atas aset yang dikuasai. Biasanya ini dikerjakan oleh 
konsultan penilaian yang independen. Hasil dari nilai aset tersebut 
akan dapat dimanfaatkan untuk mengetahui nilai kekayaan maupun 
informasi untuk penetapan harga bagi aset yang ingin dijual. 
4. Optimalisasi Aset 
Optimalisasi aset merupakan proses kerja dalam manajemen 
aset yang bertujuan untuk mengoptimalkan (potensi fisik, lokasi, nilai, 
jumlah/volume, legal dan ekonomi) yang dimiliki aset tersebut. 
Dalam tahapan ini, aset-aset yang dikuasai Pemda diidentifikasi 
dan dikelompokan atas aset yang memiliki potensi dan tidak memiliki 
potensi. Aset yang memiliki potensi dapat dikelompokan berdasarkan 
sektor-sektor unggulan yang menjadi tumpuan dalam strategi 
Pengembangan ekonomi nasional, baik dalam jangka pendek, 
menengah maupun jangka panjang. Tentunya kriteria untuk 
menentukan hal tersebut harus terukur dan transparan. 
Sedangkan aset yang tidak dapat dioptimalkan, harus dicari 
faktor penyebabnya. Apakah faktor permasalahan legal, fisik, nilai 
ekonomi yang rendah ataupun faktor lainnya. Hasil akhir dari tahapan 
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ini adalah rekomendasi yang berupa sasaran, strategi dan program 
untuk mengoptimalkan aset yang dikuasai. 
5. Pengawasan dan Pengendalian 
Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan dan pengalihan 
aset merupakan satu permasalahan yang sering menjadi hujatan 
kepada Pemda saat ini. Satu sarana yang efektif untuk meningkatkan 
kinerja aspek ini adalah pengembangan Sistem Informasi Manajemen 
Aset (SIMA). Melalui SIMA, transparansi kerja dalam pengelolaan aset 
sangat terjamin tanpa perlu adanya kekhawatiran akan pengawasan 
dan pengendalian yang lemah.  
Dalam SIMA ini ke-4 aspek itu diakomodasi dalam sistem 
dengan menambahkan aspek pengawasan dan pengendalian. 
Sehingga setiap penanganan terhadap satu aset, termonitor jelas, 
mulai dari lingkup penanganan hingga siapa yang bertanggung jawab 
menanganinya. Hal ini yang diharapkan akan meminimalkan KKN 
(kolusi, korupsi dan nepotisme) dalam tubuh Pemda, guna terwujudnya 
pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean government). 
Jadi sebetulnya kalau dilihat lebih mendalam lagi, sebenarnya 
manajemen aset ini berbeda dengan manajemen material atau 
manajemen barang inventaris milik daerah, atau boleh dikatakan 
merupakan fungsi lanjutandari manajemen barang/inventaris, khusus 
terhadap barang yang merupakan aset (barang modal) yang dapat 
dikembangkan. 
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Menurut Doli.D.Siregar dalam tulisannya tentang Pemahaman 
Manajemen Aset dalam Optimalisasi Pengelolaan Aset Negara, 
mengatakan bahwa definisi manajemen aset secara umum adalah: 
”Optimizing the utilization of assets interms of service benefit and 
financial return”. Berdasarkan definisi ini maka pengelolaan aset 
membutuhkan: 
1. Minimize cost of ownership (meminimalkan biaya kepemilikan); 
2. Maximize asset availability (memaksimalkan ketersediaan aset); 
3. Maximize asset utilization (memaksimalkan penggunaan aset). 
c. Manajemen Aset Daerah 
Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi terhadap 
pengelolaan barang daerah perlu diatur pedoman kerjanya, untuk itu telah 
dikeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007. Dalam 
Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut yang dimaksud dengan “Barang 
Milik Daerah” adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau perolehan lainnya yang 
sah. 
Di dalam Lampirannya dijelaskan tentang pengertian barang milik 
daerah yaitu semua kekayaan daerah baik yang dibeli atau diperoleh atas 
beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal 
dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak 
bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan 
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tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur atau ditimang termasuk hewan 
dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat-surat berharga lainnya. 
Dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 serta 
dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.17 Tahun 2007 Pasal 
3, lebih dijelaskan lagi bahwa Barang Milik Daerah sebagai berikut : 
1. Barang milik daerah meliputi: 
a) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD 
b) Barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
2. Barang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: 
a) Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis 
b) Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian 
/kontrak 
c) Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang, 
atau 
d) Barang yang diperoleh berdasaarkan putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 
Pengelolaan barang daerah dilaksanakan berdasarkan asas 
fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, 
akuntabilitas, dan kepastian nilai (Pasal 4 ayat 1 Permendagri No. 17 
Tahun 2007). 
Pengelolaan barang daerah adalah rangkaian kegiatan dan 
tindakan terhadap barang daerah yang meliputi, perencanaan kebutuhan 
dan penganggaran, pengadaan, penerimaan penyimpanan dan 
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penyaluran, penggunaan, penatausahaan, pemanfaatan, pengamanan 
dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindah-tanganan, 
pembinaan pengawasan dan pengendalian, pembiayaan dan, tuntutan 
ganti rugi (Pasal 4 ayat 2 Permendagri No.17 Tahun2007). 
 
E. Tanah Aset Daerah 
Istilah aset daerah, membawa kita kepada pemahaman tentang 
kekayaan daerah dan selanjutnya membawa kita kepada asumsi tentang 
keuangan daerah. 
Istilah aset baru menjadi konsep hukum ketika diberikan pengertian 
dalam PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan 
tersebut di atas. Lampiran II dari PP No. 24 Tahun 2005 memberikan 
definisi, bahwa: “Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai 
dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu 
dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan 
diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, 
serta dapat diukur dalam satuan uang, temasuk sumber daya non 
keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum 
dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan 
budaya”. 
Selanjutnya menurut Lampiran II dari Peraturan Pemerintah Nomor 
24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan40 tersebut, 
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Penyajian Laporan Keuangan, Aset Non-Lancar: angka 58). 
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disebutkan bahwa tanah merupakan aset tetap. Aset tetap adalah aset 
berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari dua belas bulan untuk 
digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat 
umum. 
Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap ialah tanah yang 
diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional 
pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.41Sedangkan aset tetap yang 
tidak digunakan untuk keperluan operasional pemerintah tidak memenuhi 
definisi aset tetap dan harus disajikan di pos aset lainnya sesuai dengan 
nilai tercatatnya.42Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus 
berwujud dan memenuhi kriteria: 
a. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; 
b. Biaya perolehan aset dapat diukur secara andal; 
c. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; 
d. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan. 
Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah 
potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik sumbangan 
langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional pemerintah, 
berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi pemerintah. 
Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh 
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Ibid.,angka 15. 
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pemerintah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan 
dimaksudkan untuk dijual.43 
Berdasarkan konsepsi yang demikian itu, maka tanah diakui telah 
menjadi aset daerah apabila memenuhi syarat-syarat, sebagai berikut: 
1. Diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan 
operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam hal 
ini misalnya,  setelah tanah dimatangkan sampai tanah tersebut 
siap dipakai; 
2. Adanya bukti penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat Hak 
Pakai atau Hak Pengelolaan atas nama Daerah, atau adanya bukti 
pembayaran dan penguasaan sertifikat tanah atas nama pemilik 
sebelumnya; 
3. Dapat diukur dengan satuan uang. 
Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, mulai mengarah dan diketahui konsep aset 
daerah. Ketentuan Pasal 1 ayat 11 menyatakan: “Barang Milik Daerah 
adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau 
berasal dari perolehan yang sah”. 
Pasal 49 Undang-undang No. 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara, menentukan sebagai berikut: 
1. Barang milik Negara/Daerah yang berupa tanah yang dikuasai 
Pemerintah Pusat/Daerah harus disertifikatkan atas nama 
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Pemerintah Republik Indonesia/Pemerintah Daerah yang 
bersangkutan. 
2. Bangunan milik Negara/Daerah harus dilengkapi dengan bukti 
status kepemilikan dan ditata usahakan secara tertib. 
3. Tanah dan/atau bangunan milik Negara/Daerah yang tidak 
dimanfaatkan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi 
instansi yang bersangkutan, wajib diserahkan pemanfaatannya 
kepada Menteri Keuangan/Gubernur/Bupati/Walikota untuk 
kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan Negara/Daerah. 
4. Barang milik Negara/Daerah dilarang untuk diserahkan kepada 
pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada Pemerintah 
Pusat/Daerah. 
5. Ketentuan mengenai pedoman teknis dan administrasi pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat 
bukti bahwa telah terjadi pemindahan hak kepemilikan dan/atau 
penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah. 
Sertifikat hak atas tanah atas nama Pemerintah Daerah yaitu 
sertifikat Hak Pakai dan sertifikat Hak Pengelolaan, artinya bahwa 
Pemerintah Daerah dapat mempunyai Hak Pakai dan Hak Pengelolaan 
atas tanah. 
Dengan melakukan studi komparasi dengan konsep tanah sebagai 
aset daerah sebagaimana dimaksud dalam surat Kepala Badan 
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Pertanahan tanggal 6 Desember 1990 Nomor 5000-5569-D III, tentang 
Penerbitan Sertifikat Tanah-tanah Instansi Pemerintah, dan Surat Kepala 
Badan Pertanahan Nasional tanggal 4 Mei 1992 Nomor 500-1255 
mengenai Petunjuk Pelaksanaan tentang Tata Cara Pengurusan Hak dan 
Penyelesaian Sertifikat Tanah yang dikuasai oleh Instansi Pemerintah, 
yang menyatakan bahwa tanah-tanah yang dikuasai oleh dan dapat 
dikatakan sebagai Aset Instansi Pemerintah apabila berasal dari: 
Pertama, jika Pemerintah daerah berdasarkan Staatblad Tahun 
1911 Nomor 110 tentang Penguasaan benda-benda tidak bergerak, 
gedung-gedung dan lain-lain bangunan milik Negara, kemudian diatur 
kembali dengan PP No. 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-tanah 
Negara, menguasai tanah dimaksud sejak zaman Pemerintah Hindia 
Belanda sampai pada saat berlakunya PP No. 8 tahun 1953,44 maka 
tanah tersebut berstatus dalam penguasaan (in beheer) Pemerintah 
Daerah. 
Kedua, tanah-tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah 
berdasarkan keputusan atau penetapan pemberian hak. 
Ketiga, tanah-tanah perusahaan milik Belanda yang berdasarkan 
Undang-undang Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi 
Perusahaan-perusahaan Milik Belanda, penguasaannya diserahkan 
kepada Pemerintah Daerah. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 ttg Penguasaan Tanah-tanah Negara. 
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F. Pengamanan Aset Daerah 
a. Dasar Hukum Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah 
 Untuk dapat memberikan keyakinan bahwa pemerintah daerah 
selaku entitas yang diperiksa telah mematuhi persyaratan kepatuhan 
terhadap peraturan  pengelolaan  aset  daerah, termasuk di dalamnya 
adalah barang milik daerah, maka dalam pelaksanaan pengelolaan 
barang milik daerah harus diawali dengan pemahaman terhadap 
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum pengelolaan. 
Bagaimana pengamanan dan pemeliharaan terhadap barang milik 
daerah dapat dilaksanakan dengan tepat dan benar tentu saja kita 
harus mengetahui dasar hukumnya sebagai berikut: 
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Barang Milik Negara/Daerah: 
1) Pasal  32  ayat  (1)  menyatakan  bahwa  Pengelola  Barang,  
Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang wajib 
melakukan pengamanan barang milik negara/daerah yang 
berada dalam penguasaannya, ayat (2) menyatakan  bahwa  
pengamanan  barang  milik negara/daerah meliputi 
pengamanan administrasi, pengamanan fisik, dan 
pengamanan hukum. 
2) Pasal 33 ayat (1) menyatakan bahwa Barang Milik 
Negara/Daerah berupa tanah harus disertifikatkan atas nama 
Pemerintah Republik Indonesia atau pemerintah daerah yang 
bersangkutan, ayat (2) menyatakan bahwa Barang Milik 
Negara/Daerah berupa bangunan harus dilengkapi dengan 
bukti kepemilikan atas nama Pemerintah Republik 
Indonesia/Pemerintah daerah yang bersangkutan dan ayat (4) 
menyatakan bahwa Barang Milik Daerah selain tanah dan/atau 
bangunan harus dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas 
nama pemerintah daerah yang bersangkutan. 
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3) Pasal 35 ayat (1) menyatakan bahwa pengguna barang 
dan/atau kuasa pengguna barang bertanggung jawab atas 
pemeliharaan  barang milik negara/daerah yang ada di bawah 
penguasaannya dan ayat (2) menyatakan bahwa biaya 
pemeliharaan barang milik negara/daerah dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah. 
 
 
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  17  Tahun  2007  tentang 
Pedoman Teknis  Pelaksanaan  Pengelolaan  Barang  Milik  Daerah,  
dalam  Bab  IX Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49 , 
sebagai berikut: 
Pasal 45 
1) Pengelola, pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib 
melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada 
dalam penguasaannya. 
2) Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), meliputi: 
a. Pengamanan  administrasi  meliputi  kegiatan  pembukuan,  
inventarisasi, pelaporan dan penyimpanan dokumen 
kepemilikan; 
b. Pengamanan  fisik  untuk  mencegah  terjadinya  penurunan  
fungsi barang, penurunan jumlah barang dan hilangnya 
barang; 
c. Pengamanan fisik untuk tanah dan bangunan dilakukan  
dengan cara pemagaran dan pemasangan tanda batas, 
selain tanah dan bangunan dilakukan dengan cara 
penyimpanan dan pemeliharaan; dan 
d. Pengamanan hukum antara lain meliputi kegiatan 
melengkapi bukti status kepemilikan. 
Pasal 46 
1) Barang   milik   daerah   berupa   tanah   harus   
disertifikatkan   atas   nama Pemerintah daerah; 
2) Barang  milik  daerah  berupa  bangunan  harus  
dilengkapi  dengan  bukti kepemilikan atas nama 
Pemerintah Daerah; 
3) Barang  milik  daerah  selain  tanah  dan/atau  bangunan  
harus  dilengkapi dengan bukti kepemilikan atas nama 
pemerintah daerah. 
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Pasal 47 
Barang milik daerah dapat diasuransikan sesuai kemampuan 
keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pasal 48 
1) Pembantu   Pengelola,   pengguna   dan/atau   kuasa   
pengguna   bertanggung jawab   atas   pemeliharaan   barang   
milik   daerah   yang   ada   di   bawah penguasaannya; 
2) Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berpedoman  pada Daftar Kebutuhan Pemeliharaan Barang 
Milik Daerah (DKPBMD); 
3) Biaya   pemeliharaan   barang   milik   daerah   dibebankan   
pada   Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
 
Pasal 49 
1) Pengguna dan/atau kuasa pengguna wajib membuat 
Daftar Hasil Pemeliharaan Barang dan melaporkan kepada 
Pengelola secara berkala; 
2) Pembantu pengelola meneliti laporan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan  menyusun  Daftar  Hasil  Pemeliharaan  
Barang  yang  dilakukan  dalam  1 (satu) tahun anggaran; 
3) Laporan   hasil   pemeliharaan   sebagaimana   dimaksud   ayat   
(2)   dijadikan sebagai bahan evaluasi. 
 
Lampiran  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  No.  17  Tahun  2007  
tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah: 
1) Poin  II.4.c. menyatakan  bahwa  tugas  dan  tanggung jawab  
Kepala  SKPD adalah  melakukan  pencatatan  dan  
inventarisasi  Barang  Milik  Daerah yang  berada  dalam  
penguasaannya  dan  point  4.e.  menyatakan bahwa 
mengamankan dan memelihara Barang Milik Daerah yang 
berada dalam penguasaannya; 
2) Poin VII.3.b. (penatausahaan) menyatakan bahwa Barang 
Milik/Kekayaan Negara   yang   dipergunakan   pemerintah   
daerah,   Pengguna   mencatat dalam Buku Inventaris 
tersendiri dan dilaporkan pada pengelola dan point 3.c 
menyatakan bahwa Barang Milik   Daerah adalah barang yang 
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berasal/dibeli dengan dana yang bersumber dari APBD atau 
sumbangan berupa  pemberian,  hadiah,  donasi, warkat, 
hibah, swadaya, kewajiban pihak ketiga dan sumbangan pihak 
lain; 
3) Poin  IX.b.2.  (sasaran  pemeliharaan)  menyatakan  bahwa  
barang  yang dipelihara dan dirawat adalah barang inventaris 
yang tercatat dalam buku inventaris. 
 
b. Pengertian Pengamanan 
Pengamanan adalah kegiatan berupa tindakan pengendalian 
dalam pengurusan barang milik  daerah  dalam  bentuk  fisik,  
administratif dan tindakan upaya  hukum. Yang dimaksud pengendalian 
dalam bentuk fisik adalah merupakan tindakan yang harus dilakukan oleh 
pengurus  barang  milik  daerah agar  secara  fisik  barang  tersebut  
terjaga  atau  dalam  keadaan aman sehingga jumlah, kondisi, dan 
keberadaan barang  tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam data 
administrasi. Pengamanan sebagaimana tersebut di atas, dititikberatkan 
pada  penertiban/pengamanan  secara  fisik  dan  administratif,  sehingga 
barang  milik  daerah  tersebut  dapat  dipergunakan/dimanfaatkan  
secara  optimal serta terhindar dari penyerobotan, pengambil alihan atau 
klaim dari pihak lain. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Peneliti akan mangadakan penelitian di kantor Badan Pertanahan 
Nasional Kota Gorontalo, Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan 
Aset Daerah. Peneliti memilih lokasi penelitian tersebut dengan 
pertimbangan bahwa peneliti ingin mengetahui hal-hal terkait di wilayah 
Gorontalo. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
1. Data primer 
Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lokasi 
penelitian.Data didapat melalui wawancara langsung dengan pihak 
yang berwenang dan dari hasil pengamatan. 
2. Data sekunder 
Data sekunder yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung 
melalui studi kepustakaan, referensi-referensi, laporan hasil 
penelitian, jurnal ilmiah dan sumber lainnya. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini melalui 2 
(dua) cara, yakni melalui teknik wawancara dan teknik studi pustaka. 
1. Teknik studi pustaka  
Studi kepustakaan dilaksanakan untuk mengumpulkan sejumlah 
data meliputi bahan pustaka yang bersumber dari buku-buku, 
artikel, media cetak, dan lain-lain yang berhubungan dengan 
pembahasan penelitian ini. 
2. Teknik wawancara 
Teknik wawancara ini diperoleh dari lokasi penelitian yang berupa 
hasil wawancara langsung dengan instansi – instansi dan informan 
yang berhubungan langsung dengan objek penelitian.Wawancara 
dilakukan dengan menyiapkan daftar pertanyaan kemudian 
dikembangkan pada saat interview.Tujuannya untuk 
mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan. 
 
D. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh baik secara primer maupun secara sekunder 
yang diperoleh dari wawancara dianalisis secara kualitatif dengan 
menggunakan metode deduktif maupun induktif kemudian disajikan 
secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan dan mengambarkan 
sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya sesuai dengan 
penelitian ini. 
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Analisis data adalah sebuah proses mengatur urutan data, 
mengorganisasikannya ke dalam pola, kategori dan kesatuan uraian 
dasar. Data yang diperoleh melalui studi pustaka dan wawancara akan 
dianalisis secara kualitatif kemudian disajikan secara deskriptif yaitu 
dengan menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan mengenai 
pengelolaan tanah aset pemkot. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Pendaftaran Aset Daerah 
1. Pendaftaran Aset Pemerintah yang Berupa Tanah 
 Salah satu tujuan pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan 
dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang 
Pendaftaran Tanah adalah untuk memberikan kepastian hukum kepada 
pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak 
lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya 
sebagai pemegang hak yang bersangkutan. Untuk memberikan kepastian 
hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak yang 
bersangkutan diberikan sertifikat atas tanah. 
 Maksud diterbitkan sertifikat dalam pendaftaran tanah agar 
pemegang hak dengan mudah dapat membuktikan bahwa dirinya sebagai 
pemegang haknya. Sertifikat yang dimaksud diterbitkan untuk kepentingan 
pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data 
yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah.  
 Ketentuan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 
1997, yang berisikan bahwa pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda 
bukti yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik 
dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data 
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yuridis tersebut sesuai data yang ada dalam surat ukuran tanah 
yangbersangkutan. 
 Di dalam optimalisasi sertifikasi tanah, dua determinan yang perlu 
dicermati adalah intensifikasi dan ekstensifikasi dalam pengukuran, 
pemetaan, pendaftaran, peralihan dan pengumuman melalui media cetak 
dan elektronik. Hal ini sejalan dengan asas specialiteit dan openbaarheid 
di dalam pendaftaran tanah. Asas specialiteit mengharuskan penyajian 
data fisik tanah, seperti spacial (space), letak tanah melalui pengukuran, 
pemetaaan dan pendaftaran peralihan. Sementara asas openbaarheid 
yang disebut juga asas publisitas mengharuskan penyajian data yuridis 
tanah seperti subjek, jenis peralihan dan pembebanan. Petugas 
pendaftaran tanah harus mengadakan penelitian telebih dahulu sebelum 
menerbitkan sertifikat tanah, termasuk penentuan batas-batas tanah yang 
ditetapkan dengan cara contradiktoire delimitatie,45 yaitu suatu 
pengukuran lapangan yang disaksikan dan ditandatangani oleh pemilik 
tanah yang berbatasan langsung dengan tanah yang dimohonkan 
tersebut. 
 Karena sertifikat merupakan hasil akhir dari suatu proses 
pendaftaran tanah, di dalam sertifikat itu sendiri terkandung suatu riwayat 
penguasaan/pemilikan tanah yang hasilnya menjadi alas hak pada 
pendaftaran tanah, yang telah diselidikinya. Setelah dilakukan 
                                                          
45
 Chaizi Nasucha, Politik Ekonomi Pertanahan dan Struktur Perpajakan Atas Tanah, 
Cetakan Pertama, (Jakarta: Kesaint Blane Indah Corp, 1995), hlm. 99. 
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penyelidikan, proses peralihan hak selanjutnya dilakukan dengan akta 
PPAT. 
 Sistem pendaftaran tanah yang digunakan di Indonesia adalah 
pendaftaran hak (regristration of titles), sebagaimana digunakan dalam 
penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut PP No. 10 Tahun 1961, 
bukan sistem pendaftaran akta. Hal tersebut tampak dengan adanya buku 
tanah sebagai dokumen yang memuat data yuridis dan data fisik yang 
dihimpun dan disajikan serta diterbitkannya sertifikat sebagai surat tanda 
bukti hak yang didaftar. 
 Sifat pembuktian sertifikat sebagai tanda bukti hak disebutkan 
dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, yaitu sertifikat sebagai alat 
pembuktian yang kuat, yaitu data fisik  dan data yuridis yang dimuat dalam 
sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat 
bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. 
 Ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 Tahun 1997 merupakan 
penjabaran dari ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c, Pasal 23 ayat 
(2).Pasal 32  ayat (2) dan Pasal 38 ayat (2) UUPA,yang berisikan bahwa 
pendaftaran tanah menghasilkan surat tanda bukti yang berlaku 
sebagaialatbuktiyangkuat. 
 Dengan pernyataan tersebut maka makna dari pernyataanbahwa 
sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat dan bahwa tujuan 
pendaftaran tanah yang diselenggarakan adalah dalam rangka 
memberikan  jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, menjadi 
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tampak dan dirasakan arti praktisnya sungguhpun sistem publikasi yang 
digunakan adalah sistem negatif. Ketentuan tersebut tidak mengurangi  
asas pemberian perlindungan yang seimbang,baik kepada pihak yang 
mempunyai tanah dan dikuasai serta digunakan sebagaimana mestinya, 
maupun kepada pihak yang memperoleh dan menguasainya dengan itikad 
baik dan dikuatkan dengan pendaftaran tanah yang bersangkutan. 
 Sebelum dilakukannya pendaftaran tanah harus dilihat terlebih 
dahulu asal-usul dari tanah itu sendiri. Yang mana asal usul tanah terdiri 
dari: 
1. Tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai negara); 
2. Tanah hak masyarakat (tanah masyarakat hukum adat); dan 
3. Tanah hak (tanah kepunyaan perorangan atau Badan Hukum), 
berbentuk hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak 
pakai atau hak pengelolaan. Setiap penguasaan tanah oleh 
pemerintah daerah untuk keperluan apapun perlu ada 
landasan haknya yang sah, yaitu hak atas tanah yang 
diberikan oleh Pejabat yang berwenang. Yang dimaksud 
dengan Pejabat yang berwenang dalam pemberian hak atas 
tanah ialah Instansi Badan Pertanahan Nasional (BPN). 
Pengadaan tanah di Pemerintah Daerah dilaksanakan/ 
dikoordinasikan oleh Pengelola. 
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Penguasaan tanah oleh Pemerintah Daerah dapat ditempuh 
melalui prosedur: 
1. Pemberian tanah Negara (tanah yang langsung dikuasai oleh 
negara) oleh pemerintah melalui keputusan pemberian hak; 
2. Pembebasan tanah hak (tanah yang sudah ada haknya, 
kepunyaan perorangan atau Badan Hukum) dilakukan secara 
musyawarah dengan pembayaran ganti rugi kepada pemiliknya; 
dan 
3. Penerimaan atau sumbangan (hibah) tanpa disertai pembayaran 
ganti rugi kepada pihak yang melepaskan tanahnya. 
Hak atas tanah yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu:  
1. Hak pakai, apabila tanah nya dipergunakan sendiri untuk 
keperluan yang langsung berhubungan dengan penyelenggaraan 
tugas-tugas pemerintahan; dan 
2. Hak pengelolaan, apabila tanahnya dipergunakan untuk keperluan 
lain yang tidak langsung berhubungan dengan tugas, seperti 
pengkaplingan untuk pegawai/anggota DPRD, pola kerjasama 
dengan Pihak Ketiga atau penggunaannya akan ditentukan 
kemudian oleh Kepala Daerah. 
Semua tanah yang pada saat ini statusnya masih dikuasai 
Pemerintah Daerah harus disertifikatkan atas nama Pemerintah Daerah 
untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, dan 
Pemerintah Daerah menyediakan dana untuk kepengurusan sertifikat 
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dimaksud. 
Dasar yang membuat Pemerintah bisa melakukan pendaftaran 
untuk dibuat bukti kepemilikan atau alas haknya yaitu dengan melihat alas 
haknya dan adanya keterangan surat pelepasan hak dari pemilik 
sebelumnya. 
 Marzuki Talib, Kepala Seksi Pengendalian Kekayaan Daerah Dinas 
Pengelola Pendapatan Keuangan dan Aset daerahmenjelaskan bahwa 
Pemda kota Gorontalo telah mengelola aset tanah  secara hukum dengan 
adanya Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berdasarkan pada 
Permendagri No. 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan 
Barang Milik Daerah, dimana barang milik daerah sebagai salah satu 
unsur penting dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 
pelayanan masyarakat harus dikelola dengan baik dan benar. 
 Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau 
diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. 
  Sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah Walikota Gorontalo, 
pada Pasal 5, bahwa barang milik daerah meliputi yaitu: 
1) Barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan 2) Barang 
yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, termasuk hibah/ 
sumbangan atau yang sejenisnya. 
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 Didalam pengelolaan aset daerah Pemerintah Kota Gorontalo  telah 
melaksanakan pengelolaan barang milik negara sesuai PP No. 6  Tahun 
2006 Pada Pasal 33 ayat 1dan Permendagri No. 17 Tahun 2007, 
menyatakan bahwa barang milik negara/daerah berupa tanah harus 
disertifikatkan atas nama Pemerintah Republik Indonesia atau Pemda 
yang bersangkutan, walaupun berdasarkan data masih ada yang belum 
bersertifikat, namun tetap akan dimaksimalkan untuk dilaksanakan 
pendaftaran aset tanah agar bisa menjamin kekuatan hukum dan 
keabsahan kepemilikan sebagai asset daerah. 
 Untuk itu tahapan awal pendaftaran aset tanahsudah dilaksanakan 
dengan telah diusulkan pengurusan pendaftaran aset tanah ke Badan 
Pertanahan Nasional Kota Gorontalo untuk dapat dibuatkan sertifikat 
tanah. Sesuai hasil wawancara dengan Marzuki Talib, Kepala Seksi Aset 
pada Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota 
Gorontalo, yang ditunjang dengan data inventaris aset  tanah Pemerintah 
Daerah Kota Gorontalo. (Data dalam lampiran) 
Tabel. No 1. Data aset Pemerintah  Daerah Kota Gorontalo. 
NO URAIAN JUMLAH 
1 TANAH MILIK PEMERINTAH KOTA 641 
2 BERSERTIFIKAT 449 
3 BELUM BERSERTIFIKAT 192 
Sumber data : DPPKAD  Pemda Kota Gorontalo 
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 Aset tanah  Pemda Kota Gorontalo secara umum berdasarkan hasil 
wawancara dengan Marzuki Talib, Kepala Seksi Pengendalian Kekayaan 
Daerah, jumlah tanah aset milik Pemkot 641 unit,  dan 449 unit telah 
bersertifikat atau 70,05%. Dari data tersebut menggambarkan bahwa 
Pemda Kota Gorontalo telah melaksanakan pendaftaran aset, walaupun 
belum maksimal atau  belum 100% terlaksana. Dalam data inventaris Aset 
tanah Pemda Kota Gorontalo terdiri dari beberapa kegunaan atau 
peruntukkan yaitu: 
- Aset tanah yang diperuntukan untuk sektor Pendidikan seperti  
TK, SD, SLTP, SLTA dan SMK 
- Aset tanah yang diperuntukan untuk sektor Kesehatan seperti 
Puskesmas, Pustu dan Rumah sakit 
- Aset tanah yang diperuntukan bagi perkantoran pemerintah 
- Aset tanah yang peruntukannya untuk olahraga dan kesenian 
- Aset tanah yang peruntukannya untuk fasilitas umum seperti 
pasar ,taman,dll. 
- Aset tanah yang diperuntukan bagi fasilitas Ibadah/keagamaan. 
 Data peruntukkan aset tanah Bidang Kesehatan, Pendidikan dan 
lainnya Pemda Kota Gorontalo disajikan dalam tabel di bawah ini: 
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Tabel No.2. 
Data peruntukan aset tanah Pemda Kota Gorontalo. 
 
No. 
Jenis Peruntukkan Aset  
Tanah Bidang Kesehatan, 
Pendidikan dan lainnya 
volume 
(unit) 
Asal usul Status Tanah  Hak 
Pembelian  Hibah 
Sudah 
Berser 
tifikat Belum 
Hak 
Pakai 
Hak 
Penge 
lolaan 
1 Poskesdes 7 2 5 5 2 5   
2 Polindes 16 9 7 10 6 10   
3 Posyandu 1 1 - 1 - 1   
4 Puskesmas Pembantu 29 11 18 13 16 13   
5 Puskesmas 3 1 2 1 2 1   
6 Rudis dokter/paramedic 22 19 3 20 2 20   
7 Rudis Sek Kota 1 1 - 1 - 1   
8 Rudis Walikota 1 1 - 1 - 1   
9 Kantor Pemerintah 47 39 8 28 19 27 1 
10 Tanah bangunan Pendidikan 198 160 38 160 38 151 9 
11 Tanah Pasar 20 20 - 13 7 13   
12 Tanah Mesjid 56 53 3 56 - 56   
13 Taman, rekreasi/lapangan 73 60 13 22 51 22   
14 Sarana umum lainnya 167 166 1 118 49 118   
sumber data:Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemda Kota Gorontalo. 
 
 Dari uraian diketahui bahwa pelaksanaan pendaftaran aset di 
daerah yang berupa tanah telah dilaksanakan berdasarkan Peraturan 
Walikota Nomor 16 Tahun 2009, dan sesuai dengan asas-asas ketentuan 
pelaksanaannya, walaupun baru 70,05 % yang telah bersertifikat atau 
memiliki hak atas tanah, dan yang belum bersertifikat adalah  29,95%. 
 Pemerintah Daerah Kota Gorontalo telah melaksanakan 
Pendaftaran Aset yang tercatat dalam inventaris Barang Milik Daerah 
yang secara keseluruhan berjumlah 641 Persil. Dari data tersebut, yang 
memiliki sertifikat berjumlah 449 buah/persil, yang  belum bersertifikat  
berjumlah 95, yang sudah diusulkan pembuatan sertifikat berjumlah 97 
dan sejumlah 12 persil yang belum memiliki dokumen/berkas tidak 
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lengkap. Dari aset tanah Pemda Kota Gorontalo sejumlah 97 persil  
berdasarkan dari asal tanah hibah, sisanya tanah pembelian. Sejumlah 
439 persil merupakan hak pakai dan 10 persil merupakan hak 
pengelolaan. (Data dalam lampiran) 
 Dari data aset tanah Pemda Kota Gorontalo yang ada terlihat 
bahwa masih ada sejumlah 95 unit yang belum memiliki sertifikat. Ini 
dikarenakan bukti atas tanah-tanah pembelian maupun hibah yang 
dokumenya  tidak lengkap, yang disebabkan karena tercecer atau tempat 
pengarsipan yang kurang baik, serta pengelolaan aset yang belum  
melaksanakan sistim manajemen. Hal ini pula dapat terjadi karena pada 
era tahun yang sebelumnya, pendaftaran aset tanah belum diperhatikan 
sehingga banyak berkas yang pengarsipannya kurang lengkap, maupun 
bukti-bukti hak atas tanah yang kurang kuat. Sejak adanya Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, maka ada  
pemahaman tentang pentingnya mendaftarkan aset, yang didukung 
dengan adanya Permendagri No 17 Tahun 2007 menjadikan pendaftaran 
aset tanah pada Pemerintahan wajib dilaksanakan. 
 Untuk itu perlu kiranya diperhatikan, karena dalam suatu 
kepemilikan hak atas tanah haruslah memiliki bukti sehingga memiliki 
kekuatan hukumnya , dan semua aset tanah Pemda Kota Gorontalo 
haruslah sesegera mungkin dilakukan pendaftaran yang merupakan bukti 
kekuatan hukum atas kepemilikan hak oleh Pemda Kota Gorontalo. 
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 Dari hasil wawancara pada tanggal 27 Juni 2013 di Badan 
Pertanahan Nasional kota Gorontalo dengan Abubakar Deu, Kepala 
Seksei Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, bahwa  proses pengurusan 
untuk sertifikasi hak atas tanah yaitu: 
1. Adanya surat keterangan kepemilikan 
2. Membuat permohonan ke BPN 
3. Ditinjau kelengkapan berkas oleh BPN 
4. Survei lokasi sekaligus pengukuran dan batas-batas oleh BPN 
berkoordinasi dengan Pemerintah setempat 
5. Pengesahan batas-batas kepemilikan oleh saksi-saksi dan 
pemerintah 
6. Adanya surat pelepasan hak atas tanah dari pemilik sebelumnya. 
Bukti kepemilikan tanah adalah berupa sertifikat hak atas tanah. 
Perolehan hak dan penyelesaian sertifikat hak atas tanah 
dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 
1) Dengan selesainya proses pembebasan tanah, berubahlah status 
tanahnya menjadi tanah Negara (tanah yang dikuasai oleh Negara 
secara langsung) dan untuk dapat dikuasai sebagai Hak Pakai atau 
Hak Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah, harus dipenuhi ketentuan 
permohonan hak dan penyelesaian sertifikat hak atas tanahnya; 
2) Permohonan untuk mendapatkan Hak Pakai atau  Hak Pengelolaan 
diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada Pejabat yang berwenang 
sesuai ketentuan Peraturan perundang-undangan yang berlaku; 
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3) Setelah sertifikat Hak Atas Tanah tersebut diterima oleh pemerintah 
daerah, selesailah proses pengadaan tanahnya; Pengurusan lebih 
lanjut, sepanjang mengenai inventarisasinya terutama didasarkan 
kepada penyimpanan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan 
pengadaan tanah tersebut antara lain: 
a. Berita acara pembebasan tanah; 
b. Berkas (pertinggal) permohonan hakpakai/hakpengelolaan; 
c. Salinan surat keputusan pemberian hak pakai/hakpengelolaan; 
d. Sertifikat atas tanahnya. 
4) Perolehan hak berupa sumbangan/hibah. 
a. Penerimaan sumbangan atau hibah atas tanah dari Pihak Ketiga 
dituangkan dalam Berita Acara Hibah dengan mencantumkan luas 
tanah, nilai dan status kepemilikan; 
b. Setelah ditandatangani Berita Acara Hibah, Pemerintah Daerah 
segera menyelesaikan status/dokumen kepemilikan; 
c. Penerimaan sumbangan atau hibah berupa tanah dan/atau 
bangunan dan selain tanah dan/atau bangunan baik dari 
Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, masyarakat atau badan 
hukum lainnya, dituangkan dalam Berita Acara dan segera 
diselesaikan status atau dokumen kepemilikan. 
 Dari uraian diatas, Abubakar Deu, Kepala Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran tanah, menjelaskan bahwa proses yang harus dilalui cukup 
panjang dan memiliki waktu yang tidak dapat ditentukan karena 
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keterkaitan dengan banyak faktor,  baik faktor manusia atau SDM, faktor 
fisik yaitu mengenai letak batas-batas tanah yang tidak diketahui 
kejelasannya oleh petugas  pengukur maupun oleh masyarakat yang  ada 
di sekitarnya. Tak hanya itu, faktor jarak dan biaya pada saat survei atau 
pengukuran menjadi salah satu faktor yang menghambat pelaksanaan 
pendaftaran tanah. Belum lagi ditambah dengan faktor alam atau faktor 
cuaca yang tidak bisa diprediksi.  
 Adanya surat keterangan kepemilikan yang merupakan suatu 
persyaratan yang harus dipenuhi dalam proses pengurusan pendaftaran 
tanah, yang harus ditanda tangani oleh beberapa saksi dan aparat 
setempat, menjadi pokok permasalahan dari faktor-faktor yang 
menghambat proses pelaksanaan pendaftaran tanah, karena sulitnya 
mendapatkan bukti  kebenaran  asal usul tanah maupun bukti bahwa 
Pemerintah Kota Gorontalo telah membeli tanah tersebut pada beberapa 
aset tanah Pemda Kota Gorontalo, serta surat pelepasan hak atas tanah 
dari pemilik sebelumnya. Contohnya adalah Lapangan Stadion Merdeka 
yang terletak di jalan Ki Hajar Dewantoro yang tidak jelas asal usulnya 
dengan luas yang tidak diketahui pasti.Ini dikarenakan faktor SDM dari 
aparat pengelola aset Daerah yang kurang tanggap dan terkesan jalan di 
tempat dengan masih adanya aset tanah Pemerintah Kota yang belum 
terurus. 
 Melihat hal-hal di atas seperti surat pelepasan hak atas tanah dan 
bukti bahwa Pemerintah Kota Gorontalo telah membeli tanah tersebut 
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merupakan hal yang paling sulit diperoleh yang menyebabkan masih ada 
beberapa aset tanah Pemkot yang belum bersertifikat yaitu sejumlah 95 
persil/bidang. 
 Untuk hal-hal yang teknis dari Badan Pertanahan Nasional yang 
agak sulit yaitu memerlukan proses dan waktu yang panjang, dan BPN 
sendiri tidak bisa sekaligus mensertifikatkan semua aset tanah milik 
Pemkot yang belum bersertifikat, karena BPN tidak hanya mensertifikasi 
tanah-tanah milik Pemkot melainkan tanah-tanah milik warga juga. Hal 
inilah yang menyebabkan masih belum semua aset tanah Pemda Kota 
Gorontalo yang telah memiliki hak atas tanah atau pengakuan secara 
hukum. Dimana sesuai dengan PP No. 24 tahun 1997 menjelaskan bahwa 
Pemerintah yang menyelenggarakan pendaftaran aset tanah adalah 
Badan Pertanahan Nasional, dalam hal ini di Pemerintah Daerah Kota 
Gorontalo adalah Kantor Pertanahan Kota Gorontalo. 
 Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan kepada Bapak 
Abubakar Deu, Kepala seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah, bahwa 
ada aset tanah Pemda Kota Gorontalo yang sudah diajukan untuk 
pendaftaran agar memiliki sertifikat sebagai jaminan kepastian hukum 
untuk bukti kepemilikan Pemda Kota Gorontalo. 
 Dalam pelaksanaannya  pendaftaran tanah harus memperhatikan 
asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka, sehingga 
pendaftaran tanah di Pemda Kota Gorontalo harus memperhatikan empat 
asas ini. 
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 Beberapa bahasan diatas memberikan gambaran bahwa perlunya 
pendaftaran aset berupa tanah, karena dilihat dari tinjauan hukum akan 
memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang 
hak, dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Gorontalo. Selain itu, dengan 
pendaftaran aset berupa tanah menyediakan informasi kepada pihak-
pihak yang memerlukan dengan mudah serta terwujudnya tertib 
administrasi, karena tercatat dalam inventaris maupun aset daerah. Untuk 
itu Pemda Kota Gorontalo telah melakukan beberapa proses tahapan  
pendaftaran  aset tanah daerah sehingga dengan demikian ada sekitar  
68,86% yang telah bersertifikat atau telah memiliki kepastian dan 
perlindungan hukum. Dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dinyatakan 
bahwa akhir kegiatan pendaftaran tanah yang diadakan oleh Pemerintah 
adalah pemberian surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat,  yaitu data fisik dan data yuridis yang dimuat dalam 
sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya oleh alat 
bukti yang lain yang dapat berupa sertifikat atau selain sertifikat. 
 
B. Faktor-faktor yang menghambat pelaksanaan pendaftaran aset 
daerah yang berupa tanah 
 Berdasarkan temuan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa 
Keuangan terhadap manajemen asset dibeberapa daerah menunjukkan 
bahwa terdapat permasalahan terkait dengan pengelolaan Barang Milik 
Daerah terutama yang berkaitan dengan kegiatan penggunaan, 
pengamanan dan pemeliharaan. Berikut ini temuan hasil pemeriksaan 
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dibeberapa daerah. Temuan kelemahan sistem pengendalian intern dan 
ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan pada 
pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) yang 
dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang signifikan antara lain: 
1. Kepemilikan asset tanah dan bangunan masih banyak yang 
tidak didukung dengan bukti hak atas tanah dan bangunan 
yang sah (sertifikat) sehingga hak atas asset tersebut tidak 
jelas dan rawan terhadap penyalahgunaan; 
2. Terdapat hasil pengadaan barang milik daerah yang belum 
dicatat dalam Laporan Hasil Pengadaan Barang dan ada juga 
yang belum dicatat dalam Buku Inventaris SKPD; 
3. Aset berupa tanah dan bangunan dan selain tanah dan 
bangunan yang bukan milik Pemerintah Daerah dicatat dalam 
Daftar Aset Tetap dan disisi lain ada Barang Milik Daerah yang 
justru belum dimasukkan dalam Daftar Inventaris; 
4. Administrasi terhadap bukti kepemilikan Aset Daerah masih 
banyak yang tidak tertib; 
5. Terdapat beberapa Barang Milik Daerah yang belum 
diserahkan status penggunaannya oleh Kepala Daerah 
sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Barang Milik 
Daerah; 
6. Barang Milik Daerah hasil tukar menukar belum dicatat dalam 
Laporan Mutasi Barang dan Buku Inventaris Barang 
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sedangkan asset pengganti untuk proses tukar menukar belum 
dihapuskan dari Daftar Barang Milik Daerah Pemerintah 
Daerah; 
7. Pinjam Pakai Tanah dan Bangunan kepada Pihak Ketiga 
masih banyak yang tidak sesuai ketentuan dan tidak 
mempunyai dasar perjanjian yang jelas; 
8. Aset Tetap yang diperoleh dari dana dekonsentrasi dan tugas 
pembantuan belum jelas statusnya; 
9. Penyertaan modal pemerintah daerah pada BUMD ada yang 
belum didukung dengan bukti kepemilikan/penyertaan modal 
sehingga kekuatan hukum atas penyertaan modal tersebut 
masih lemah; 
10. Pengamanan Aset Tanah Milik Pemerintah Daerah belum 
dilakukan secara maksimal; 
11. Terdapat beberapa jenis asset dengan kondisi rusak berat 
yang tidak efisien untuk diperbaiki belum diusulkan untuk 
dihapuskan; 
12. Pemanfaatan tanah dan bangunan milik Pemerintah Daerah 
belum didukung dengan bukti perjanjian serta hasil/pendapatan 
sewa, tidak/belum disetor ke Kas Daerah; 
13. Luas Tanah dalam Laporan Penilaian Aset ada yang tidak 
sama dengan luas tanah sebenarnya; 
14. Pengelolaan penghunian Rumah Dinas tidak dilakukan secara 
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tertib dan cenderung dibiarkan dan tidak terurus sehingga 
potensi terjadinya penyalahgunaan fungsi dan penyerobotan 
oleh pihak lain; 
15. Tanah Milik Pemda yang berstatus Bangun Guna Serah belum 
memiliki Bukti Kepemilikan yang Sah dan bangunan di atas 
tanah tersebut dikuasai oleh pihak lain. 
 Pernyataan di atas tadi agak sedikit berbeda dengan data yang 
penulis peroleh dari Abubakar Deu, Kepala Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah, yang menjelaskan bahwa faktor yang menghambat 
pelaksanaan pendaftaran tanah itu terletak pada ketidak lengkapannya 
berkas-berkas yang di bawa untuk diusulkan pembuatan sertifikat, yang 
mengharuskan pihak BPN mengembalikan berkas/dokumen yang 
diusulkan/dimohonkan oleh Pengelola/Pembantu Pengelola aset, yang 
dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelola Kekayaan dan Aset 
Daerah (DPPKAD). 
 Salah satu faktor yang menyebabkan berkas/dokumen tersebut 
tidak lengkap atau tidak memenuhi prosedur, yaitu karena sulitnya Pemda 
Kota Gorontalo dalam mendapatkan bukti haknya dari tanah-tanah 
Pemerintah yang sudah dibeli, yang sudah ada bangunan fisiknya. 
Permasalahannya yaitu bagaimana tanah Pemerintah tersebut harus 
segera didaftarkan jika alas haknya itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi 
bukti bahwa Pemerintah telah membeli tanah tersebut. Jadi alas hak apa 
yang nantinya akan dipakai kalau tidak ada pelepasan alas haknya. 
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Kedua, yaitu mengenai pengukuran yang penunjuk batasnya tidak jelas. 
Sehingga petugas dari BPN tidak akan melakukan pengukuran. Faktor 
yang terakhir yaitu terletak pada faktor eksternal mengenai kondisi 
alam/cuaca yang tidak bisa diprediksi dan dari segi fisik petugas pengukur. 
 Adapun secara lebih rinci penulis menjabarkannya lebih lanjut 
sesuai dengan penjelasan yang penulis peroleh dari Abubakar Deu selaku 
Kepala Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah dan dari Marzuki Talib, 
Kepala Seksi Pengendalian Kekayaan Daerah dari Dinas Pendapatan 
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. 
A. Faktor Internal 
1. Peraturan Yang Belum Maksimal 
 Agar suatu pendaftaran aset tanah milik Pemerintah Daerah 
terlaksana dengan baik dan benar dalam rangka pengamanan dan 
pengelolaan aset daerah, maka harus berpatokan atau berdasarkan pada 
Peraturan Perundang-undangan yang ada.  
 Untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No. 6 tahun 
2006 tentang pengelolaan barang milik negara/daerah ditetapkan 
Peraturan Walikota  sebagai pedoman pengelolaan barang milik daerah. 
 Pengelolaan barang milik daerah dilaksanakan dalam suatu 
rangkaian kegiatan dari tindakan terhadap barang daerah yang meliputi 
perencanaan, penentuan kebutuhan, penganggaran, standarisasi barang 
dan harga, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, inventarisasi, 
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pengendalian, pemeliharaan, pengamanan, pemanfaatan, perubahan 
status hukum serta penatausahaannya. 
 Pada Pemda Kota Gorontalo, dalam pelaksanaannya pengaman 
yang berupa penyertifikatan asset tanah yang merupakan bagian dari 
barang milik daerah diatur dengan Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 
16 Tahun 2009 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Daerah yang merupakan landasan hukumnya. Dalam pendaftaran tanah 
di Pemerintahan pada era sebelum tahun 2006 belum terlalu 
memperhatikan peraturan hukum, kalaupun ada aturan tersebut belum 
lengkap seperti yang kita tahu bersama PP Nomor 10 Tahun 1961 masih 
belum dirasakan manfaatnya hingga kurang lebih 38 tahun lamanya 
barulah dikeluarkan PP No. 24 Tahun 2007 tentang pendaftaran tanah. Di 
Dalam Pemerintah Kota pun baru keluar Peraturan Walikota tentang 
Pedoman Teknis Pengeloloaan Barang Milik Daerah pada tahun 2009. Hal 
ini sangat kontras sekali dengan sudah lamanya Kota Gorontalo terbentuk, 
dan hal ini yang mengakibatkan penyimpanan dan pengamanan arsip 
dokumen masih ada yang terabaikan.  
 Dengan demikian peraturan mengenai pengelolaan dan 
pengamanan aset yang agak terlambat ini menjadi salah satu faktor 
internal yang dapat menghambat pelaksanaan pendaftaran aset yang 
senantiasa dijadikan sebagai rujukan dalam pelaksanaannya. 
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2. Sanksi 
 Untuk hal ini masih banyak  dokumen kepemilikan yang belum 
sesuai pengelolalaan barang milik daerah dari sisi pengamanan aset 
tanah Pemerintah yang berasal perolehannya, yang diakibatkan oleh 
tercecernya dokumen, penyimpanan dan pengamanan yang belum akurat 
dan maksimal serta kurangnya pengetahuan atau SDM pengelola. 
Tercecernya dokumen dapat menyebabkan asset tanah di kuasai oleh 
orang lain, sehingga merugikan pihak Pemerintah Daerah. Dikuasainya 
aset Pemerintah secara tidak wajar maupun penyerobotan oleh pihak 
yang tidak bertanggung jawab ini bisa menghambat proses pelaksanaan 
pendaftaran aset Pemerintah ke BPN, karena masih harus menyelesaikan 
permasalahan/sengketa yang ada antara warga dengan Pemerintah 
terkait adanya sertifikat ganda. 
 Sifat permasalahan dari suatu sengketa sertifikat hak atas tanah 
secara umum ada beberapa macam, yaitu: 
1. Persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat ditetapkan 
sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, 
atau atas tanah yang belum ada haknya; 
2. Bantahan terhadap sesuatu alas hak/bukti perolehan yang 
digunakan  sebagai dasar pemberian hak (perdata); 
3. Kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan 
yang tidak benar; 
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4. Sengketa lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis 
(bersifat strategis).46  
 Dalam pelaksanaannya sanksi ini dalam pengelolaan barang 
milik Daerah diatur dalam Bab XV  Tuntutan  Perbendaharaan Dan 
Tuntutan Ganti Rugi Barang, Pasal 87 Peraturan Walikota 
Gorontalo Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Pedoman Teknis 
Pengelolaan Barang Milik Daerah, yang berbunyi: 
1) Penyimpanan Barang yang lalai melaksanakan kewajiban 
sebagaimana dimaksud dan mengakibatkan kekurangan 
perbendaharaan dikenakakan tuntutan perbendaharaan. 
2) Pengurus barang yang lalai/mengakibatkan kerugian daerah 
dikenakan tuntutan ganti rugi. 
3) Dalam hal terdapat kekurangan perbendaharaan pada seorang 
penyimpanan atau bendaharawan barang lalai membuat 
perhitungan yang telah diberikan teguran 3 kali berturut-turut 
dalam satu bulan dikenakan tuntutan perbendaharaan biasa. 
4) Ketentuan mengenai tuntutan Perbendaharaan dan tuntutan 
ganti rugi ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 
 Dalam Hal ini terdapat tanah milik Pemerintah yang digugat oleh 
Warga yang merasa sebagai pemilik tanah tersebut dengan adanya 
keterangan kepemilikan yang di milikinya. Tanah tersebut adalah Kantor 
                                                          
46
 Rusmadi Murod, Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah, Cetakan I, (Bandung: 
Alumni, 1991), hlm. 23.  
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Kelurahan Wumialo yang terletak di Jalan Agus Salim. (Data dalam 
Lampiran)  
3. Administrasi 
 Aset tanah Pemerintah ini belum jelas administrasinya untuk 
dijadikan kelengkapan berkas untuk bisa melakukan pendaftaran aset.
 Mengenai permasalahan administrasi ini terletak pada bagaimana 
terlaksananya pendaftaran aset tanah milik Pemkot itu sendiri. Untuk 
administrasi ini Pemerintah Daerah Kota Gorontalo susah menelusuri  
sejarah/asal usul kepemilikan hak atas tanah apabila diperoleh atas 
perolehan sumbangan, hibah maupun wakaf, yang mana bukti-bukti sah 
kepemilikan tanah pada umumnya masih sebatas asas kekeluargaan, 
karena pelaksanaan sistem pendaftaran tanah waktu itu belum dipahami 
benar. Banyak faktor yang menyebabkan hal ini, dimana pada saat 
penggunaan aset tanah yang dimaksud masih dalam sistem kekeluargaan 
karena hukum setempat yang berlaku pada waktu itubelum melaksanaan 
pengelolaan administrasinya ataupun surat bukti hak atas aset tanah 
tersebut. Untuk penelusuran asal usul tanah atau sejarah tanahnya 
kadang mengalami hal yang rumit karena sangat sulit mencari informasi 
yang sumbernya sudah tidak ada lagi, sedangkan pewarisnya tidak 
mengetahui. 
 Dari penjelasan Abubakar Deu, Kepala Seksi Hak Tanah dan 
Pendaftaran Tanah, pihak BPN akan mengembalikan berkas yang dibawa 
oleh pengelola aset dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelola 
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Keuangan dan Aset Daerah, apabila berkas yang dibawa untuk diusulkan 
pembuatan sertifikat tersebut tidak lengkap. 
 Salah satu faktor yang menyebabkan berkas/dokumen tersebut 
tidak lengkap atau tidak memenuhi prosedur, yaitu karena sulitnya Pemda 
Kota Gorontalo dalam mendapatkan bukti haknya dari tanah-tanah 
Pemerintah yang sudah dibeli, yang sudah ada bangunan fisiknya. 
Permasalahannya yaitu bagaimana tanah Pemerintah tersebut harus 
segera di daftarkan jika alas haknnya itu sudah tidak ada. Tidak ada lagi 
bukti bahwa Pemerintah telah membeli tanah tersebut. Jadi alas hak apa 
yang nantinya akan dipakai kalau tidak ada pelepasan alas haknya. 
Kedua, yaitu mengenai pengukuran yang penunjuk batasnya tidak jelas. 
Sehingga petugas dari BPN tidak akan melakukan pengukuran. 
4. Sumber Daya Manusia (SDM) 
 Sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu faktor internal 
yang menghambat pelaksanaan pendaftaran aset tanah di daerah dengan 
tidak sebandingnya antara jumlah petugas di BPN dengan banyaknya 
bidang tanah yang harus ditangani.  
 Dalam pendaftaran asset tanah harus dilaksanakan dengan cermat 
dan teliti, harus diperhatikan pula letak dan keadaan fisik serta 
penggunaan tanah yang akan didaftar. Misalnya perlu dibedakan antara 
tanah daerah perkotaan, pinggiran kota yang sedang berkembang, dan 
daerah berupa sawah, tegalan, dan pekarangan. 
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 Letak batas-batasnya pun harus jelas agar pada saat pengukuran 
pihak dari BPN akan dengan mudah dalam mengukur tanah tersebut. 
Sehingga menghasilkan data yang akurat yang nanti akan di masukkan 
dalam surat ukur. Abubakar Deu menambahkan bahwa jika tanah tersebut 
tidak memiliki batas-batas yang jelas, maka petugas dari BPN tidak akan 
melakukan pengukuran. Contohnya yaitu Lapangan Stadion Merdeka 
yang ada di jalan Ki Hajar Dewantoro. 
 Dalam pelaksanaan pendaftaran asset tanah harus berpedoman 
pada asas-asas yang merupakan dasar dari suatu kegiatan, yakni asas 
sederhana, aman, terjangkau, mutakhir dan terbuka. Inilah yang harus 
dilaksanakan oleh aparat yang melaksanakan pendaftaran asset  tanah 
Pemerintah Daerah Kota Gorontalo, agar proses  dan mekanisme berjalan 
sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku, yaitu Peraturan 
Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Maka dari itu 
para aparat yang bertugas mengelola aset daerah ini harus mengetahui 
asas-asas maupun peraturan-peraturan yang ada. 
 
B. Faktor Eksternal 
1. Koordinasi 
 Koordinasi dalam pelaksanaan pendaftaran asset  merupakan hal 
yang dapat mempengaruhi proses pengesahan  bukti hak atas tanah. 
Surat bukti pelepasan hak atas tanah Pada Pemda Kota Gorontalo  
merupakan salah satu dokumen yang sukar dipenuhi pada beberapa 
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tanah atau aset tanah, karena sulitnya mencari orang yang paham betul 
dengan bukti  tanah yang dimaksud. 
 Untuk itu  diperlukan koordinasi dalam kelengkapan dokumen, dan  
bagi orang-orang yang memiliki hubungan asal-usul asset tanah, maupun 
koordinasi terhadap aparat yang memproses pendaftaran tanah dalam hal 
ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Dinas Pendapatan  Pengelola 
Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD). 
 Inilah beberapa hal yang perlu dipahami karena asset tanah 
merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh 
pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat 
ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diukur dalam satuan 
uang. Tanah merupakan aset tetap bagi pemerintah kota Gorontalo dan ini 
harus memiliki kekuatan hukumnya dengan melakukan pendaftaran aset 
tanah.  
 Untuk itu penulis membahas judul ini dalam penelitian, karena 
berdasarkan hasil wawancara langsung di Dinas Pengelolalan  
Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah kepada Bapak Marzuki Talib, 
Kepala seksi  pengendalian kekayaan daerah, bahwa Pemda Kota 
Gorontalo telah melakukan pengelolaan aset tanah dengan telah 
terdatanya dalam kartu inventaris barang, dan secara bertahap 
Pemerintah Kota akan melaksanakan pendaftaran aset tanah sesuai 
dengan anggaran yang disediakan dalam APBD dengan melihat 
kelengkapan berkas yang merupakan syarat untuk bisa diprosesnya tanah 
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aset milik Pemda Kota Gorontalo oleh Badan Pertanahan Nasional, yang 
dalam hal ini adalah kantor pertanahan wilayah Gorontalo.  
 Untuk dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan 
dan penggunaan Barang Milik Daerah, dibutuhkan sumber daya manusia 
yang memiliki kompetensi yang dapat diandalkan dan mampu 
mengemban tugas dan tanggung jawab dengan baik. Kemampuan untuk 
dapat menjalankan tugas pengelolaan yang tepat sangat berkaitan 
dengan kemampuan personil tersebut dalam memahami ketentuan 
perundang-undangan yang menjadi dasar dalam pengelolaan tersebut. 
Bagaimana Barang Milik Daerah yang lebih banyak bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ini dapat berdaya guna 
secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu 
diawali dengan pemahaman atas dasar hukum penggunaan Barang Milik 
Daerah. 
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BAB V 
PENUTUP 
A. Kesimpulan  
1. Pelaksanaan pendaftaran aset daerah yang berupa tanah 
didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 
Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman 
Teknis Pelaksanaan Pengelolaan Barang MIlik Daerah, serta 
Peraturan Walikota Gorontalo Nomor 16 Tahun 2009 Tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah. Dari keseluruhan bidang tanah 
milik Pemerintah yang berjumlah 641 persil, jumlah bidang tanah 
yang telah bersertifikat sampai dengan pertengahan tahun 2013 ini 
yaitusebanyak 449 persil/bidang, yang sudah diusulkan untuk 
dibuatkan sertifikat sebanyak 97 persil dan yang belum bersertifikat 
sebanyak 95 persil.  
Pelaksanaan pendaftaran aset tanah milik Pemkot ini telah 
dilaksanakan berdasarkan Peraturan Walikota No. 16 Tahun 2009, 
walaupun baru 70,05% terlaksana, namun dengan adanya 
Peraturan Walikota tersebut cukup memberikan dampak nyata 
dalam mengamankan aset tanah milik Pemkot Gorontalo. 
2. Faktor-faktor yang menghambat pada pelaksanaan pendaftaran 
aset tanah yaitu terdiri dari: 
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a. Peraturan yang belum maksimal; 
b. Sanksi; 
c. Administrasi; 
d. Sumber daya manusia; dan  
e. Koordinasi. 
 
B. Saran 
1. Perlu adanya percepatan pendaftaran aset tanah di Pemda Kota 
Gorontalo secara menyeluruh dan terarah agar memberikan 
jaminan kekuatan dan kepastian hukum bagi Pemerintah sebagai 
Pemegang hak atas aset tanah yang dimilikinya, serta untuk 
tertibnya administrasi pertanahan dan dalam rangka pembangunan 
daerah itu sendiri.  
2. Pemerintah Daerah dan dibantu oleh pembantu pengelola dalam 
hal ini adalah Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah (DPPKAD) harus berkoordinasi dengan pihak BPN/kantor 
wilayah Pertanahan Kota dalam mempercepat pendaftaran aset 
tanah Pemda Kota Gorontalo dengan membuat atau merujuk 
kepada peraturan perundang-undangan yang terkait dengan 
pengamanan aset. 
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